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TRANSLITERASI 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan  
Huruf Arab Nama  Huruf Latin Nama  
ﺍ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ﺏ Ba b be 
ﺕ Ta t te 
ﺙ Sa ֺs es (dengan titik di atas) 
ﺝ Jim j je 
ﺡ Ha h ha 
ﺥ Kha kh ka dan ha 
ﺪ Dal d de 
ﺬ Zal ֺz zet (dengan titik di atas) 
ﺮ Ra r er 
ﺯ Zai z zet 
ﺲ Sin s es 
ﺵ Syin sy es dan ye 
ﺺ Sad ṣ es (dengan titik di bawah) 
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ﺾ Dad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ﻄ Ta ṭ te (dengan titik di bawah) 
ﻅ Za ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ﻉ ‘ain ‘ apostrof terbalik 
ﻍ Gain g ge 
ﻒ Fa f ef 
ﻖ Qaf q qi 
ﻚ Kaf k ka 
ﻞ Lam L el 
ﻢ Mim m em 
ﻦ Nun n en 
ﻮ Wau w we 
ﻫ Ha h ha 
ء Hamzah ‘ apostrof 
  ﻱ 
 
Ya y ye 
 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata yang mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ̛  ). 
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2. Vokal 
 Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
ﺁ Fathah a A 
ﺍ Kasrah i I 
ٱ Dammah u U 
 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
ﻯ᷄ Fathah dan ya᷄’ ai a dan i 
ﻮ᷄ Fathah dan wau au a dan u 
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3. Maddah 
 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan Huruf Nama  Huruf dan Tanda Nama  
ﻯ᷄…. ׀ ﺍ .᷄..... Fathah dan alif atau ya᷄’ ā a dan garis di atas 
ﻯ Kasrah dan dan ya ᷄’ Ī i dan garis di atas 
ﻮ᷄ Dammah dan wau ū u dan garis di atas 
4. Ta’ Marbutah 
 Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: ta’ marbutah yang hidup atau 
mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 
ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 
 Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ 
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
5. Syaddah (Tasydid) 
 Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulissan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid ( ﱢ  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
xiv 
 
 
 
Jika huruf ﻯ ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ۑ), 
maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 
6. Kata Sandang 
 Kata sandang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf 
ﻞﺍ (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. 
Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
7. Hamzah 
 Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
 Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia, atau lazim dan menjadi 
bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa 
Indonesia, atau  lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis 
menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata alquran (dari alquran), alhamdulillah, 
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 
teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 
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9. Lafz al-Jalālah (ﷲ) 
 Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
 Adapun tā’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafz al-Jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
 Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). 
B. Daftar Singkatan 
 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
Swt.   = subhanallahu wa ta’ala 
Saw.   = sallallahu ‘alaihi wa sallam 
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a.s.   = ‘alaihi al-salam 
H   = Hijrah 
M   = Masehi 
SM   = Sebelum Masehi 
I. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.   = Wafat tahun 
QS …/…: 4  = QS. al-Baqarah/2: 4 atau QS. Ali ‘Imran/3: 4 
HR   = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
 
Nama : Umar 
Nim : 50400114122 
Judul : Manajemen Pelayanan Jamaah Haji di Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 
 
              Pokok permasalahan penelitian ini adalah Manajemen Pelayanan Jamaah Haji 
di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng Tahun 2018, dengan sub 
masalah: (1) Bagaimana Proses Manajemen Pelayanan Jamaah Haji di Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng Tahun 2018? (2) Bagaimana Kelebihan 
dan Kekurangan Proses Manajemen Pelayanan Jamaah Haji di Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten Bantaeng? 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 
manajemen, dan pendekatan Sosiologi. Sumber data penelitian ini adalah sumber data 
primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tehnik pengolahan analisis data 
adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Bantaeng memberikan pelayanan yang cukup baik, meliputi adiministrasi, bimbingan 
manasik transportasi akomodasi, konsumsi dan kesehatan. Kelebihannya yaitu (1) 
adanya koordinasi yang rapi dan mapan kepada pihak atau intansi terkait sehingga 
mempermudah kelancaran pelaksanaan pelayanan ibadah haji. (2) Sarana dan 
prasarana yang mendukung dalam pelayanan pendaftaran, misalnya: ruang ber AC, 
kursi tunggu, TV. Koran, majalah, air mineral dll, memiliki kekuatan budaya 
kerjasama yang baik dengan lembaga lain. (3) Adanya subsidi dari pemerintah, (4) 
adanya keramahan dari para petugas yang melayani para calon jamaah haji sehingga 
ada hubungan yang harmonis, (5) adanya tenaga ahli professional yang 
berpangalaman yang bertugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sedangkan 
kekurangannya yaitu; (1) Latar belakang jamaah yang beragam baik dari segi usia, 
pendidikan, sosial, budaya dll, sehingga mempengaruhi daya tangkap jamaah 
terhadap informasi yang disampaikan, (2) kurangnya pegawai/staf sesi penyelenggara 
ibadah haji dan umrah sehingga mempengaruhi efektifitasi pelayanan yang lebih 
maksimal. 
Implikasi penelitian ini yaitu (1) Hendaknya Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Bantaeng menambah personil tenaga kerja agar lebih memaksimalkan 
proses pelayanan bagi jamaah haji. (2) Meningkatkan kualitas kinerja staf/pegawai 
terkhusus penyelenggara haji dan umrah, agar tercipta tenaga kerja yang lebih handal 
dan ahli. (3) Membuat kotak saran dan kritik kepada calon/jamaah haji agar 
penyelenggaraan haji dan umrah mengetahui keluh kesah calon/jamaah haji pada saat 
proses pelayanan jamaah haji. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Ibadah haji dilaksanakan setiap tahun di mana seluruh umat Islam di dunia 
datang ke Tanah Suci  Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji. Hal ini dilaksanakan 
oleh umat Islam  karena ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima bagi yang 
telah memenuhi syarat atau mampu. Adapun bagi mereka yang belum mampu, tidak 
memiliki kewajiban untuk menunaikan ibadah tersebut. Mampu yang dimaksud 
dalam hal ini adalah mampu dalam bentuk materi (uang/harta) dan fisik jasmani 
maupun rohani.Kegiatan inti ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Dzulhijjah ketika 
umat Islam bermalam di Mina, wukuf (berdiam diri) di Padang Arafah pada tanggal 9 
Dzulhijjah, bermalam di Muzdalifah, dan berakhir setelah melempar jumrah 
(melempar batu simbolisasi setan) pada tanggal 10, 11 dan 12 Dzulhijjah.1
Haji merupakan kongres tahunan umat Islam yang dapat dimanfaatkan sebagai 
sarana memupuk kesatuan dan persatuan umat. Persatuan antara sesama umat Islam 
melalui haji ini sangat potensial dikembangkan karena semua jamaah haji selama 
melaksanakan ibadah dilatih dalam suasana dan situasi yang sama melalui rangkaian 
ritual haji.
 
2
                                                     
1Gus Arifin, Peta Perjalanan Haji  dan  Umrah  (Jakarta:  PT  Elex  Media  Komputindo, 
2009), h. 9. 
2Said Agil Husin Al-Munawar, Abdul Halim, Fikih Haji: Menuntun Jamaah Mencapai Haji 
Mabrur (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 16. 
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Secara individual, seorang calon haji adalah seorang yang memiliki niat 
menunaikan ibadah haji dan memiliki kemampuan untuk melakukan pembiayaan, 
seorang costumer yang menginginkan pelayanan prima dan mempunyai kebebasan 
untuk menentukan apa yang akan dipilihnya sesuai dengan kemampuan dan tingkat 
pelayanan yang dikehendaki.3
“Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan 
datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang 
datang dari segenap penjuru yang jauh, Supaya mereka menyaksikan berbagai 
manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang Telah 
ditentukan atas rezki yang Allah Telah berikan kepada mereka berupa binatang 
ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah 
untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.
 
Allah berfirman dalam Q.S. Al-Hajj/22: 27-28 
 
               
                        
      
 
Terjemahnya :  
4
Dan umumkanlah wahai Ibrahim kepada sekalian manusia tentang kewajiban 
haji atas mereka, niscaya mereka akan datang kepadamu dalam keadaan berebada-
beda, bejalan kaki dan menunggangi unta yang kurus karena beban pekerjaan yang 
tiba dari segenap jalan yang jauh, bukan karena berdagang sedikit, supaya mereka 
 
 
                                                     
3Nidjam Achmad. Hanan Alatif, Manajemen Haji  (Jakarta : Mediacita. 2006), h. 17-18. 
4Departemen Agama RI.Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2012), 
h.336. 
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menghadiri yang bermanfaat bagi mereka, berupa; pengampunan bagi dosa-dosa 
mereka, pahala mengerjakan manasik haji dan ketaatan mereka, serta perolehan 
keuntungan dalam perniagaan mereka dan kepentingan-kepentingan lain. Dan agar 
mereka menyebut nama Allah ketika menyembelih hewan kurban yang mereka 
jadikan pendekatan diri kepada Allah, seperti unta, sapi, dan kambing pada hari-hari 
tertentu, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah dan tiga hari setelahnya, sebagai ungkapan 
rasa syukur kepada allah dan nikmat-nikmat-Nya, sedang merka diperintah sebagai 
anjuran saja untuk memakan dari sembelihan-sembelihan tersebut dan memberikan 
makan orang fakir yang amat sulit ekonominya dari sembelihan itu.5
Ciri pelayanan yang baik yang dapat memberikan kepuasan kepada jamaah 
adalah memiliki karyawan yang profesional, tersedia sarana dan prasarana yang baik, 
tersedia semua produk yang diinginkan, bertanggung jawab kepada setiap jamaah dari 
 
Jamaah di Indonesia setiap tahunnya berganti orang, tentunya akan sangat 
mempengaruhi terhadap sistem pelayanan haji ataupun manasik yang ada pada Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng. Contohnya, para petugas haji yang 
melayani jamaah, selalu berubah setiap tahunnya sehingga mempengaruhi tingkat 
pelayanan yang diberikan. Kenyamanan calon jamaah haji tergantung bagaimana 
pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan tersebut. Karena semua calon 
jamaah haji tentunya menginginkan pelayanan yang baik agar tercipta pelaksanaan 
ibadah yang diharapkan oleh jama’ah. 
                                                     
5Hikmat Basyir, dkk., At-Tafsir al-Muyassar, vol. 2, terj. Muhammad Ashim dan Izuddin 
Karimi, Tafsir Muyassar: Memahami Al-Qur’an Dengan Terjemahan dan Penafsiran paling Mudah, 
vol.2 (Cet. I ; Jakarta: Darul Haq, 2016 ), h. 79-80. 
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awal hingga selesai, mampu melayani secara cepat dan tepat, mampu berkomunikasi 
secara jelas, memiliki pengetahuan umum lainnya, mampu memberikan kepercayaan 
kepada jama’ah.6
Untuk mengetahui lebih jelas mengenai Manajemen Pelayanan Jamaah Haji di 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, serta kelebihan dan kekurangannya 
 
Dari alasan di atas sudah cukup menjadikan kementerian agama sebagai 
sasaran kritik banyak pihak khusunya pada pelayanan jamaah haji. Secara singkat 
dapat dikatakan manajemen haji sangat di perlukan untuk terciptanya 
penyelenggaraan dan pelayanan yang efektif, efisien dan rasional. Dengan 
menerapkan fungsi-fungsi manajemen agar sesuai dengan apa yang diharapkan. 
Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng menerapkan konsep manajemen 
agar dapat mengelola pelayanan jamaah haji dengan baik yang sangat diharapkan oleh 
setiap jamaah, agar pelaksanaan ibadah dapat terlaksana dengan nyaman dan tentram. 
Pelayanan jamaah haji di Kementrian Agama Kabupaten Bantaeng terkhusus  
diselenggarakan oleh seksi penyelanggara Haji dan Umroh. 
Untuk melaksanakan pemyelanggaraan Haji dan Umroh, seksi penyelenggara 
Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng secara struktural 
memanfaatkan seksi di bawah koordinasi seksi Penyelenggara Haji dan Umroh sesuai 
tugas dan fungsunya masing-masing. Dalam penyusunan rencana manajemen 
pelayanan jamaah Haji selalu mengacu pada perundang-undangan yang ada, baik di 
Kementrian Agama Pusat maupun Kementrian Agama Daerah. 
                                                     
6Kasmir, Etika Costumer Service  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 9. 
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dalam memberikan pelayanan pelaksanaan Ibadah Haji, maka penulis menuangkan 
dalam sebuah karya tulis skripsi dengan judul : “Manajemen Pelayananan Jamaah 
Haji Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng Tahun 2018”. 
 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus penelitian 
Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian difokuskan pada 
“Manajemen Pelayanan Jamaah Haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Bantaeng”. Untuk lebih jelasnya dalam penelitian ini penulis ingin mengetahuii 
bagaimana manajemen pelayanan jama’ah haji di Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Bantaeng dan apa kelebihan dan kekurangan manajemen pelayananan 
jamaah haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng. 
2. Deskripsi Fokus 
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami 
penelitian ini, maka penulis akan mendeskripsikan pengertian beberapa kalimat yang 
dianggap penting. 
a. Manajemen pelayanan 
Manajemen pelayanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses 
mengatur dan mengelola sistem pelayanan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Bantaeng kepada jama’ah haji, agar proses pelaksaan ibadah haji dapat berjalan 
dengan baik dan memmberikan kenyamanan, ketentraman dan kepuasan kepada 
jamaah. Sehinnga di dalam penyelenggaraan ibadah haji yang menjadii fokus 
utamanya menurut penulis adalah sistem pelayanannya. 
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Maka dari itu konsep manajemen harus diterapkan dengan baik untuk 
mengatur dan mengelola penyelenggaraan ibadah haji dengan fungsi-fungsii 
manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan 
evaluasi sehingga proses penyelenggaraan bisa berjalan secara optimal dan 
tersistematis, khususnya dalam meningkatkan mutu pelayanan jama’ah haji di Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng. 
b. Jamaah haji 
Jamaah haji yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sekelompok umat 
Islam yang berada di Kabupaten Bantaeng yang memiliki 8 Kecamatan dan telah 
tercatat sebagai calon jamaah haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Bantaeng. 
 
C. Rumusan Masalah 
Dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan rumusan masalah 
sebagai berikut: 
a. BagaimanaProses manajemen pelayanan jamaah haji diKantor Kementerian 
AgamaKabupaten Bantaeng Tahun 2018? 
b. Bagaimana kelebihan dan kekurangan manajemen pelayanan jamaah haji di 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng 2018? 
 
D. Tinjauan Pustaka 
Berdasarkan tinjauan yang sudah dilakukan oleh beberapa sumber, maka 
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penulis menemukan skripsi yang dijadikan tinjauan pustaka sebagai perbandingan 
bertujuan untuk menghindari adanya penjiplakan dalam skripsi yang akan dibuat. 
Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah sebagaiberikut: 
1. Ajeng Tania (Universitas Islam Negri Syarif Hidayattullah Jakarta) dalam skripsi 
yang berjudul Analisis Program Pelayanan Jama’ah Haji dan Umrah PT.Arminareka 
Perdana menyimpulkan bahwa dengan pelayanan jama’ah haji dan umrah dalam 
memenuhi setiap komitmen dan janji yang sudah dituangkan dalam program haji dan 
umrah yang membutuhkan pelayanan khusus telah memenuhi ketentuan yaitu 
melakukan pelaksanaan pelayanan dalam memberikan kepada jama’ah yang 
menggunakan paspor haji, memberikan bimbingan ibadah haji memberikan layanan 
administrasi, akomodasi, transportasi dan pelayanan kesehatan secara khusus 
memberangkatkan, memulangkan dan melayani jama’ah haji khusus sesuai dengan 
perjanjian yang telah disepakati antara penyelenggara dan jama’ah haji. 
Melaksanakan keseluruhan program pelayanan dalam mencapai hasil yang 
direncanakan.7
2. Dimas Priyo Sembodo (Institut Agama Islam Negri Walisongo Semarang) dalam 
skripsinya yang berjudul Pelayanan Jamaah Haji Kementerian Agama  Kota 
 Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai 
pelayanan jamaah haji dari pendaftaran sampai pemberangkatan pada khususnya dan 
pemulangan pada umumnya, sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah 
penelitian sebelumnya membahas mengenai pelayanan haji dan umrah sedangkan 
penelitian ini hanya membahas pelayanan haji. 
                                                     
7Tania Ajeng, Analisis Program Pelayanan Jama’ah Haji dan Umroh PT. Arminareka 
Perdana, Skripsi(Jakarta:  Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014).h.79. 
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Samarang Tahun 2009 menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan pelayanan 
jama’ah haji Kementerian Agama Kota Semarang telah didasarkan kepada undang-
undang yang telah berlaku yaitu Undang-Undang No.13 Tahun 2008 diatur segala 
bentuk kegiatan yang harus dilakukan oleh pihak Penyelengaraan Ibadah Haji 
Kementerian Agama Kota Semarang telah berhasil dalam memberikan pelayanan 
yang baik yang sesuai dengan Undang-Undang yang baru. Bentuk pelayanan yang 
dilakukan Kementerian Agama Kota Semarang adalah seperti pendaftaran, 
pembimbingan jama’ah haji, pengurusan imigrasi, pelunasan, pemberangkatan dan 
pemulangan. Kementerian Agama Kota Semarang memiliki hambatan dalam 
melaksanakan pelayanannya hambatan tersebut dihadapi pada tahap pengurusan 
masalah pasort. Pada pelaksanaan Ibadah Haji tahun 2009 penggunaan pasport 
berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga terdapat hambatan dalam 
pelayanan karena pasport yang digunakan pada tahun 2009 adalah pasport adalah 
pasport biasa atau paspor internasional.8
                                                     
8Sembodo Priyo Dimas, Pelayanan Jama’ah Haji Kota Semarang 2009, 
Skripsi(Semarang:Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2009).h.77. 
 Persamaan dari penelitian ini adalah 
penelitian sama-sama membahas mengenai pelayanan jamaah haji yang di lakukan 
oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, perbedaannya penelitian 
sebelumnya dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kota Semarang sedangkan 
penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, 
selain dari perbedaan dari segi tempat, penelitian sebelumnya memiliki perbedaaan 
dari segi rumusan masalah. 
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3. Ibnu Hajar (Universitas Islam Negri Alauddin Makassar) seorang Mahasiswa 
Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi dalam skripsi yang 
berjudul “ Sistem Pengelolaan Bimbingan Manasik Haji-umrah PT. Al-Bayan 
Permata Ujas 2014” menyimpulkan bahwa penelitian ini menekankan pada proses 
manajemen dan fungsinya dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sistem 
pengelolaan bimbingan manasik haji dan umrah pada PT.Al-Bayan Permata Ujas dan 
faktor penghambat dari PT.Al-Bayan Permata Ujas. Sehingga dalam pengelolaan 
bimbingan manasik haji-umrah dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang 
telah direncanakan oleh pengelolaan bimbingan manasik haji-umrah di PT.Al-Bayan 
Permata Ujas walaupun terdapat kendala atau hambatan yang dapat diatasi dengan 
baik dan benar karena adanya kerjasama dan semangat yang tinggi untuk 
menjalankan tugas yang harus diselesaikan.9
 
 
 
Persamaandalam penelitian ini dengan 
penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang  jama’ah haji,  
sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalahsama-
sama membahas tentang jama’ah haji akan tetapi pembahasannya hanya berfokus 
pengelolaan bimbingan manasik. Sedangkan dalam penelitian kali ini peneliti bukan 
hanya akan membahas bimbingan manasik saja akan tetapi semua bentuk Pelayanan 
Jama’ah Haji Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng serta rumusan 
masalah yang ada. 
                                                     
9Ibnu Hajar,Sistem Pengelolaan Bimbingan Manasik Haji-umrah PT. Al-Bayan Permata Ujas 
2014, Skripsi(Makassar:Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,2014),h.73. 
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E. Tujuan dan kegunaan penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Sesuai dengan permasalahan yang ada maka tujuan penelitian sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui bagaimana manajemen pelayanan jamaah haji di Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng. 
b. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan manajemen pelayanan jamaah haji di 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan Teoretis 
1) Untuk mendapatkan pengalaman belajar dengan menerapkan ilmu pengetahuan 
yang didapatkan dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
2) Untuk menambah pengetahuan tentang Manajemen Pelayanan jamaah haji di 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng. 
b. Kegunaan Praktis 
Manfaat secara praktis yaitu diharapkan bias menjadi acuan bagi Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng dalam meningkatkan manajemen 
pelayanan jamaah haji yang lebih profesional di masa yang akan datang. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
 
A. Tinjauan Tentang Manajemen 
1. PengertianManajemen 
Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, management, yang 
dikembangkan dari kata to manage, yang artinya mengatur atau mengelola. Kata 
manage itu berasal dari bahasa Italia, managgio, yang diadopsi dari bahasa Latin 
managiare, yang berasal dari kata anus, yang artinya tangan. Konsep manajemen 
tidaklah mudah untuk didefinisikan. Sampai sekarang belum ditemukan definisi 
manajemen yang benar-benar dapat diterima secara universal.Apa bila kita membuat 
pembatasan atau definisi tentang manajemen, dapatlah dikemukakan sebagai berikut, 
“bekerja dengan orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan 
fungsi-fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penyusunan 
personalia atau kepegawaian (staffing) pengarahan dan kepemimpinan (leading), 
pengawasan (controlling).1
Manajemen  mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh 
individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-
tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut meliputi pengetahuan 
 
                                                     
1Burhanuddin Yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia Di Lembaga Keuangan Syariah 
(Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2015), h.19. 
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tentang apa yang harus mereka lakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, 
memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari 
usaha-usaha mereka.  Selanjurnya perlu menetapkan dan memelihara pula suatu 
kondisi lingkungan yang memberikan response ekonomis, psikologis, sosial, politis, 
dan sumbangan-sumbangan teknis serta pengendaliannya.2
Jhon D. Miller dalam bukunya Management in the Public Service yang 
dikutip dari buku Burhanuddin yusuf menyebukan, “Management is the proses 
directing facilitaring the work of people organized in formal group to achieve a 
desired end”. Artinya, manajemen adalah proses pembimbingan dan pembentukan 
fasilitas terhadap pekerjaan-pekerjaan yang terorganisir dalam kelompok formal 
untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki.
 
3
Bila dilihat dari literatur-literatur yang ada, pengertian manajemen dapat 
dilihat dari tiga pengertian:
 
4
a. Manajemen sebagai suatu proses. 
 
b. Manajemen sebagai kolektivitas manusia 
c. Manajemen sebagai ilmu (science) dan sebagai seni (art). 
Manajemen  sebagai suatu proses, melihat bagaimana cara orang untuk 
mencapai suatu tujuan yang telah ditetapakan terlebih dahulu. Pengertian manajemen 
                                                     
2George R. Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 9. 
3Burhanuddin Yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia Di Lembaga Keuangan Syariah 
(Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2015), h. 21. 
4Musdalifa, Cara Praktis Mempelajari Manajemen (Makassar: Alauddin University Press 
2012), h. 2-3. 
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sebagai suatu proses dapat dilihat dari pengertian menurut :5
1. Encylopedia of the social science, yaitu proses dimana pelaksanaan suatu  
 
tujuan tertentu dilaksanaan dan diawasi. 
2. Haiman, manajemen yaitu fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui  
kegiatan orang lain, mengawasi usaha-usaha yang dilakukan individu untuk mencapai 
tujuan. 
3. George R. Terry, yaitu cara pencapaian tujuan yang telah ditentukan terlebih  
dahulu dengan melalui kegiatan orang lain. 
Manajemen sebagai suatu kolektivitas, yaitu merupakan suatu dari orang yang 
berkerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Inilah yang disebut dengan 
manajemen, sedang orang yang bertangung jawab terhadap terlaksananya suatu tujuan 
atau berjalannya aktivitas manajemen disebut manajer.6
Manajemen suatu ilmu dan seni, melihat bagaimana aktivitas manajemen 
dihubungkan dengan prinsip-prinsip dari manajemen, pengertian manajemen sebagai 
suatu ilmu dan seni dari :
 
7
1. Chaster I Bernard dalam bukunya yang berjudul The Fanction Of The 
Executive.Bahwa manajemen yaitu seni dan ilmu, juga Henry Fayol, Alfin Brown 
Herold, Koontz Cyril O’donnel dan George R Terry. 
 
 
                                                     
5Musdalifa, Cara Praktis Mempelajari Manajemen, h. 2-3. 
6Musdalifa, Cara Praktis Mempelajari Manajemen, h. 3. 
7Musdalifa, Cara Praktis Mempelajari Manajemen, h. 3. 
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2. Marry Parker Follett menyatakan bahwa manajemen sebagai seni dalam 
menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. 
Dari berbagai definisi tentang manajemen di atas, penulis dapat melihat bahwa 
ada pendapat yang menyatakan manajemen sebagai suatu ilmu dan ada juga yang 
berpendapat manajemen sebagai seni. Manajemen dapat dikatakan sebagai ilmu 
karena manajemen itu adalah kumpulan ilmu pengetahuan yang rasional dan 
sistematis. Sedangkan manajemen sebagai seni karena adanya sifat kreatif seseorang 
dalam mengelola lembaga atau organisasi yang disertai dengan keterampilan (skill). 
2. Fungsi-Fungsi Manajemen  
Pada hakikatnya fungsi-fungsi manajemen dapat dikombinasikan menjadi 10 
fungsi yaitu :8
a. Forecasting(ramalan) yaitu kegiatan meramalkan,  memproyeksikan terhadap 
kemungkinan yang akan terjadibila sesuatu dikerjakan. 
 
b. Planning (perencanaan) yaitu penentuan serangkaian tindakan dan kegiatan untuk 
mencapai hasil yang diharapkan. 
c. Organizing (pengorganisasian) yaitu pengelompokkan kegiatan untuk mencapai 
tujuan, termasuk dalam hal ini penetaopan susunan oganisasi,  tugas dan funsinya. 
d.  Staffing atau assembling resources (penyusunan personalia) yaitu penyusunan 
personalia sejak dari penarikan tenaga kerja baru, latihan dan pengembangan 
sampai pada usaha agar setiap petugas member daya guna maksimal pada 
                                                     
8Musdalifa, Cara Praktis Mempelajari Manajemen, h. 10-11. 
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organisasi. 
e. Directing atau commanding (pemgarahan atau mengomando) yaitu usaha memberi 
bimbingan, saran-saran dan perintah dalam pelaksanaaan tugas masing-masing 
bawahan (delegasi wewenang) untuk melaksanakan dengan baik dan benar sesuai 
dengan tujuan yang telah ditetapkan. 
f. Leading yaitu pekerjaan manajer untuk meminta orang lain agar bertindak sesusi 
dengan tujuan yang telah ditetakan. 
g. Coordinating (koordinasi) yaitu menyelaraskan tugas atau pekerjaan agar tidak 
terjadi kekacauan dan saling lempar tanggung jawab dengan jalan 
menghubungkan, menyatu padukan pekerjaan bawahaan. 
h. Motivating (motivasi) yaitu pemberian semangat, inspirasi dan dorongan kepada 
bawahan agar mengerjakan kegiatan yang telah ditetapakan secara sukarela. 
i. Controlling (pengawasan) yaitu penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk 
menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan, 
j. Reporting (pelaporan) yaitu penyampaian hasil kegiatan baik secara tertulis 
maupun lisan. 
Penulis berpendapat bahwa di dalam melaksanakan suatu kegiatan khususnya 
pada manajemen pelayanan jamaah haji, fungsi-fungsi manajemen sangat penting dan 
harus diterapkan, karena keberhasilan suatu manajemen pelayanan jamaah haji 
tergantung pada seberapa baik penerapan fungsi-fungsi manajemen tersebut. 
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B. Tinjauan Tentang Pelayanan Haji 
1. Pelayanan 
a. Pengertian Pelayanan 
Pelayanan adalah pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain secara 
langsung. Pelayanan pun diartikan sebagai setiap kegiatan/manfaat  yang ditawarkan 
suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 
mengakibatkan kepemilikan apapun.9
Menurut Rambat Lupiyoadi “pelayanan merupakan semua aktivitas semua 
akatifitas ekonomi yang hasilnya tidak merupakan produk dalam bentuk kontruksi 
atau fisik, yang biasanya dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu yang 
dihasilkan dan memberi nilai tambahan (seperti kenyamanan, hiburan, kesenangan 
atau kesehatan)”.
 
10
Kemudian pelayanan merupakan kegiatan/keuntungan yang ditawarkan oleh 
organisasi atau perorangan kepada konsumen/costumeryang bersifat tidak berwujud 
dan tidak dapat dimiliki. Oleh karena itu, perlu upaya peningkatan pelayanan kepada 
masyarakat. Pelayanan masyarakat inilah yang biasa disebut pelayanan publik atau 
pelayanan umum. Dalam memberikan pelayanan pemerintah harus memperhatikan 
kenginan masyarakat sebagai pelanggan (costumer).
 
11
Berdasarkan pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa.pelayanan 
 
                                                     
9Imam Syaukani (Ed.), Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia (Jakarta: Publising 
Kehidupan Keagamaan, 2009). h.339. 
10Eka Suhartini,  Kualitas Pelayanan Kaitannya dengan Kepuasan Konsumen (Makassar: 
Alauddin University Pers, 2012). h.11. 
11M. Nahar Nahrawi, Manajemen Pelayanan Haji (Jakarta : Puslitbang Kehidupan 
Keagamaan, 2009), h. 12. 
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adalah suatu bentuk kegiatan usaha untuk memberi keuntungan kepada orang lain 
tanpa adanya sifat wujud produk tertentu, keuntungan yang dimaksud adalah dengan 
memberikan kepuasan tersendiri kepada pelanggan baik dari segi kenyamanan, 
ketentraman, ketenangan, dan lain-lain. Hal ini dilaksanakan sampai tercapainya 
tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya. 
b. Kualitas Pelayanan 
Kualitas pelayanan adalah sebagai sistem manajemen strategik dan integratif 
yang melibatkan semua manajer dan karyawan, serta menggunakan metode-metode 
kualitatif dan kuantitatif untuk memperbaiki secara berkesinambungan proses-proses 
organisasi, agar dapat memenuhi dan melebihi kebutuhan, keinginan dan harapan 
pelanggan.12
Untuk mencapai pelayanan yang maksimal kepada calon jamaah haji 
diharuskan adanya kualitas pelayanan, diantaranya:
 
13
1) Transparansi, yakni bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak  
 
yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 
2) Akuntabilitas, yakni dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
3) Kondisional, yakni sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima 
pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 
                                                     
12Bambang Istianto, Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik (Jakarta : 
Mitra Wacana Media, 2011), h. 118. 
13Lijan Poltak Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implemetasi 
(Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2010), h. 6. 
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4) Partisipatif, yakni dapat mendorong peran serta jamaah dalam penyelenggaraan 
pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan jamaah. 
5) Kesamaan hak, yakni tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun  
khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan sebagainya. 
6) Keseimbangan dan hak kewajiban, yakni mempertimbangkan aspek keadilan 
antara pemberi dan penerima pelayanan. 
c. Standar Pelayanan Minimal 
Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) diatur di dalam Surat 
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/757/OTDA Tahun 2002, kemudian diatur 
lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005.14
Standar pelayanan adalah mengatur tentang apa yang minimal harus dilakukan 
oleh ketentuan lembaga pelayanan dalam melayani calon jamaah haji. Yang termasuk 
dalam standar pelayanan adalah standar sikap dan perilaku petugas pelayanan ketika 
berhubungan dengan para calon jamaah haji sehingga dapat memuaskan pelanggan 
dan pelanggan pun akan merasa diperhatikan, dan dipentingkan.
 
15
 Standar pelayanan 
meliputi:16
1) Prosedur pelayanan, yakni yang dibakukan bagi jamaah dan petugas pelayanan 
termasukpengaduan. 
 
                                                     
14Ratminto dan Atik Septi  Winarsih, Manajemen Pelayanan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2005), h. 255. 
15Agus Wiyanto, Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif 
(Yogyakarta : Gadja Mada University Press), h. 87. 
16Nina Rahmayanty, Manajemen Pelayanan Prima (Yogyakarta: Graha Ilmu, 
2013), h. 89. 
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2) Waktu penyelesaian, yakni yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan  
sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 
3) Biaya pelayanan, yakni tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam 
proses pemberianpelayanan. 
4) Produk pelayanan, yakni hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan  
ketentuan yang telah ditetapkan. 
5) Sarana dan prasarana, yakni penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang  
memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. 
6) Kompetensi petugas pemberi pelayanan, yakni harus ditetapkan dengan tepat 
berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang 
dibutuhkan. 
Standar pelayanan minimal cukup mulai dari perilaku, cara berkomunikasi dan 
sopan santun. Setelah itu mengatur tata cara pelayanan yang sudah ditentuksn 
sebelumnya oleh lembaga itu sendiri. Standar pelayanan minimal sangat membantu 
bagi lembaga untuk memberikan pelayanan kepada calon jamaah dan lebih 
memudahkan bagi mereka mengatur persyaratan-persyaratan yang akan dikumpulkan. 
d. Bentuk Pelayanan Pemerintah Terhadap Calon/Jamaah Haji 
Undang- undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, 
mengantarkan Pemerintah agar melibatkan peran serta masyarakat secara luas dalam 
hal pelayanan dan pengorganisasian serta pengawasan, penyelenggaraan ibadah haji, 
memberikan perlindungan hokum yang tegas bagi jamaah haji serta upaya 
20 
 
 
 
peningkatan pelayanan dengan menghilangkan monopoli. Ketentuan dan kebijakan 
yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tersebut wajib dijalankan oleh 
Pemerintah secara konsisten, luwes dan transparan. Pemerintah selalu berupaya 
melakukan peningkatan penyelenggaraan ibadah haji, sehingga calon/jamaah haji 
dapat menunaikan ibadah haji dengan mudah, tertib, aman dan sekembalinya dari 
tanah suci memperoleh haji mabrur.17
Penyelenggara ibadah haji merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan 
pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan 
jamaah haji. Penyelenggaraan ini menjadi tugas nasional dan tanggung jawab utama 
berada pada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama RI. Sesuai amanat UU 
No. 13 Tahun 2008, untuk operasional penyelenggaraan haji. Menteri membentuk 
Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di tinggkat pusat, di daerah yang memiliki 
embarkasi, dan di Arab Saudi. Proses persiapan, pendaftaran, hingga penyiapan pra 
keberangkatan urusa haji dilakukan oleh panitia pusat dan daerah, sementara 
penyelenggaraan di Arab Saudi secara operasional dilakukan oleh panitia 
Penyelenggara Ibadah Haji di Arab Haji.
 
18
Di samping itu, pemberdayaan sumberdaya manusia dari para petugas haji 
(pegawai/tenaga kerja) dalam pelayanan pelaksanaan ibadah haji, serta sistem 
jaringan dan hubungan koordinasi terhadap beberapa institusi/instansi terkait. 
 
                                                     
17Abdul Azis, Kustini, Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik (Persepsi Calon Jamaah Haji 
Tentang Pembimbingan Dan Pelayanan Oleh KBIH Dan Pemerintah di Indionesia dan Saudi 
Arabaia) (Cet. I; Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), h. 2. 
18Akmal Salim Ruhana, Melayani Tamu Allah: Beban Kerja PPIH Arab Saudi Daerah Kerja 
Mekkah Tahun 2014 (Cet. I; Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2015), h. 2. 
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Meskipun jamaah haji Indonesia mendapat julukan “yang paling tertib dan baik” 
diantara bangsa-bangsa lain, tetapi dilakukan upaya terus-menerus untuk 
meningkatkan pelayanan haji melalui penyempunaan manajemen haji.19
1) Adminstrasi 
 
Berikut ini beberapa bentuk pelayanan pemerintah dalam penyelenggaraan 
ibadah haji, diantaranya adalah: 
Setelah mengatur dan merumuskan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), 
peran pemerintah kemudian mengatur pendaftaran jamaah haji dan jumlah kouta 
jamaah haji yang akan diberangkatkan. Pendaftaran jamaah haji dilakukan oleh 
penitia penyelenggara haji dengan mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan 
yang telah ditetapkan. Dalam hal kuota pemerintah Indonesia harus mematuhi semua 
keputusan yang dikeluarkan dalam konferensi Menteri-Menteri luar negeri Organisasi 
Konferensi Islam (OKI) ke-17 di Amman tahun1987, tentang prosedur dan peraturan 
khusus mengenai batas kuota jamaah haji, yang di`tujukan untuk terciptanya 
pemerataan kesempatan berhaji dan terjaminnya pelaksanaan manasik dan 
kenyamanan beribadah. Adapun batas kuota yang dimaksud adalah 1:1000 dari 
jumlah penduduk setiap Negara. Menteri kemudian menentukan kuota nasional, kuota 
haji8 khusus dan kuota provinsi dengan memperhatikan prinsip adil dan 
proposional.20
Menurut perundang-undangan yang berlaku saat ini, seorang yang 
 
                                                     
19Nidjam Achmad. Hanan Alatif, Manajemen Haji, Cet. Ke-1(Jakarta : Mediacita. 2006), 
h.26. 
20M. Gazali Suyuti, Problematika Pelaksanaan Ibadah Haji (Makassar: Alauddin University 
Press, 2013), h. 143. 
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berkehendak mendaftarkan ibadah haji harus sering bolak-balik antara bank penerima 
setoran (BPS) dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 
a) Pertama-tama calon haji harus datang terlebih dahulu ke BPS untuk membuka  
rekening tabungaj haji dengan setoran minimal Rp. 25 Juta; 
b) Kemudian datang ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk minta  
diterbitkan SPPH; 
c) Setelah itu, kembali lagi ke BPS untuk melakukan setoran awal dan mendapatkan  
nomor porsi; 
d) Sesudah itu kembali lagi ke Kantor Kementerian Agama/Kota untuk menyerahkan  
berkas setoran awal BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji).21
2) Bimbingan Manasik Haji 
 
Bimbingan jamaah haji merupakan bagian dari pembinaan, pelayanan, dan 
perlindungan terhadap jamaah haji yang menjadi tugas Pemerintah sebagai amanat 
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji.22
a) Membimbing dan mengerahkan jamaah haji untuk melaksanakan ibadah haji  
 
Dalam upaya melakukan pembinaan terhadap jamaah haji dapat dilakukan 
dengan beberapa cara sebagai berikut: 
dengan sungguh-sungguh dan benar. 
b) Memberikan bimbingan dan pendalaman ajaran Islam disela-sela perjalanan  
ibadah. 
                                                     
21M. Gazali Suyuti, Problematika Pelaksanaan Ibadah Haji, h. 190. 
22Kementerian Agama RI Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Tuntutan Manasik Haji 
dan Umrah (Jakarta: Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, 2018), h.1. 
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c) Membangun suasana Ukhwah  Islamiyah sesama jamaah haji baik jamaah KBIH  
maupun Jamaah non KBIH dan petugas haji. 
d) Menyesuaikan diri sebagai anggota Kloter dan mentaati aturan yang berlaku. 
e) Memotivasi jamaah untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada  
Allah swt.23
3) Pelayanan Kesehatan 
 
Pelayanan kesehatan adalah pemeriksaan, perawatan dan pemeliharaan calon 
calon haji agar tetap dalam keadaan sehat dan tidak menularkan atau ketularan 
penyakit selama menjalankan ibadah haji tersebut dan sekembalinya ke tanah air. 
Pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jamaah haji kabupaten/kota dengan 
melibatkan seluruh unsure petugas ksehatan di daerah. Dengan mengetahui kondisi 
kesehatan dapat diarahkan untuk mengurangi atau menghilangkan penyakit yang 
dideritanya seghingga pelaksanaan ibadah haji dapat dilakukan tanpa ada kendala 
dikarenakan penyakit. Pemeriksaan kesehatan bagi calon jamaah haji selama di tanah 
air dilakukan dalam tiga tahap, : pertama, pemeriksaan di Puskesmas sebagai tindakan 
selektif terhadap calon jamaah haji yang memenuhi salah satu persyaratan istitho`ah, 
uakni sehat lahir dan batin, yang dilakukan setelah pendaftaran haji dimulai dan 
sebagai syarat untuk mendaftarkan diri; ke dua, pemeriksaan di Dinas Kesehatan 
daerah dilakukan secara lebih teliti dengan tenaga pemeriksa dan fasilitas yang lebih 
baik serta merupakan penentuan akhir layak atau tidaknya calon jamaah haji 
                                                     
23Abdul Azis, Kustini, Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik (Persepsi Calo Jamaah Haji 
Tentang Pembimbingan Dan Pelayanan Oleh KBIH Dan Pemerintah di Indionesia dan Saudi Arabaia, 
h. 175. 
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berangkat ke Arab Saudi. Dalam tap ini juga dilakukan pemeriksaan tes kehamilan, 
vasksinasi meningitis meningokokus, pembinaan dan penyuluhan kesehatan, 
pelayanan rujukan dan pengamatan penyakit; ke tiga pemeriksaan di embarkasi 
dilakukan secara selektif, termasuk kelengkapan dokumen kesehatan haji.24
4) Pelayanan Transportasi 
 
Dalam mengatur transportasi, Pemerintah Indonesia berperan dalam penunjuk 
perusahaan pelaksana transportasi udara jamaah haji pulang pergi ke Arab Saudi yang 
dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan keselamatan, efisiensi, dan 
kenyamanan bagi jamaah haji. Adapun transportasi calon jamaah haji dan jamaah haji 
dari daerah asal, pulang pergi ke asrama embarkasi di koordinasi oleh koordinator 
penyelenggaraan ibadah haji provinsi atau penyelenggara ibdah haji 
Kabupaten/Kota.25
5) Pelayanan Akomodasi 
 
Akomodasi di sini adalah penyiapan tempat penginapan atau pengasramaan 
sebagai penampungan sementara pada waktu jamaah haji berada di tempat embarkasi 
dan/atau di debarkasi dan di pemondokan selama di Arab Saudi. Akomodasi bagi 
jamaah haji merupakan kebutuhan dasar setelah konsumsi dan sandang, yang banyak 
memakan biaya dalam komponen BPIH, menempati urutan kedua setelah angkutan 
udara. Sebelum pemberangkatan di Arab Saudi, jamaah haji diasramakan di masing-
masing di masing-masing asrama haji embarkasi maksimal selama 24 jam sebelum 
                                                     
24Nidjam Achmad. Hanan Alatif, Manajemen Haji, h.98-99. 
25Abdul Azis, Kustini, Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik (Persepsi Calon Jamaah Haji 
Tentang Pembimbingan Dan Pelayanan Oleh KBIH Dan Pemerintah di Indionesia dan Saudi 
Arabaia), h. 144. 
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penerbangan ke Arab Saudi. Fungsi asrama haji selain sebagai tempat pemulihan 
kesehatan (recovery)dan peristirahatan setelah perjalanan cukuppanjangdan 
melelahkan dari daerah asal masing-masing jamaah, juga sebagai tempat penyelesaian 
proses penerbangan untuk perjalanan ke luar negeri (check-in).26
6) Konsumsi 
 
Dalam proses pelayanan jamaah haji, pelayanan konsumsi sangat penting bagi 
jamaah haji. Maka dari iru perlu adanya perhatian khusus bagi penyelenggara jamaah 
haji terhadap pelayanan konsumsi, misalnya, ada ketetapan jadwal makan yang baik 
dan disiplin, terjaminnya kelayakan dalam penyajian yang memenuhi standard dan 
higienis dan lain-lain. Agar proses ibadah haji dapat maksimal dan jamaah haji dapat 
merasa nyaman dan puas. 
2. Haji 
a. Pengertian Haji 
Haji secara lughowi (etimologis) berasal dari bahasa al-hajj, berarti tujuan, 
maksud, dan menyengaja untuk perbuatan besar dan agung, selain itu, al-hajj berarti 
mengunjungi atau mendatangi. Makna ini sejalan dengan aktivitas ibadah haji, di 
mana umat islam dari berbagai negara mengunjungi dan mendatangi Baitullah 
(Ka’bah) pada musim haji karena tempat ini dianggap mulia dan agung.Makna haji 
secara istilahi(terminologis) adalah mengunjungi baitullah untuk melaksanakan 
serangkaian ibadah pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Sayyid Sabiq, ahli 
fikih kontemporer Mesir (lahir 1915), mendefinisikan haji, yakni; “Dengan sengaja 
                                                     
26Nidjam Achmad. Hanan Alatif, Manajemen Haji, h.96. 
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pergi ke Mekkah untuk melaksanakan tawaf, sa’I, wukuf di Arafah, dan rangkaian 
manasik haji lainnya, dalam rangka memenuhi panggilan (kewajiban dari) Allah dan 
mengharapkan keridhaan Allah.27
Secara spiritual, haji merupakan akhir perjalanan manusia dalam memenuhi 
kewajibannya sebagai hamba Allah AWT. Yang memerlukan kesiapan fisik dan 
mental, kematangan lahir dan bathin, pemahaman manasik haji secara substansial, 
dukungan materi dan financial, serta keikhlasan menjadi seorang hamba yang sejati. 
Sedangkan dalam teknis penyelenggaraannya, haji merupakan kompleksitas aktifitas 
yang pengelolaan manajemen penyelenggaraannya harus dilakukan dengan 
mensinergikan berbagai aspek rasional dan proporsional sehingga penyelenggaraan 
haji dapat terlaksana secara optimal.
 
28
Setiap jamaah haji menginginkan haji yang mabrur. Namun tidak banyak yang 
memahami dengan benar, apa dan bagaimana haji mabrur tersebut. Haji mabrur dapat 
dijelaskan sebagai haji yang dapat disempurnakan segala ketentuan berdasarkan 
perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW. Meskipun pada hakikatnya bahwa hanya 
Allah-lah yang menentukan dan mengetahui apakah diterima atau tidaknya haji yang 
kita tunaikan.
 
29
Dari pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa jamaah haji 
merupakan sekolompok orang yang beragama islam yang ada di suatu wilayah atau 
 
                                                     
27Al Munawar, Said Agil Husein, Abdul Halim, Fikih Haji : Menuntun Jama’ah Menuju Haji 
Mabrur (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 1. 
28Nidjam Achmad, Hanan Alatif, Manajemen Haji, h. 1-2. 
29Mudatsir Muslim, Panduan Lengkap Haji dan Umrah (Jakarta : PT. Borobudur Inspirasii 
Nusantara, 2013), h. 138. 
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Negara tertentu yang telah mendaftarkan dirinya di wilayahnya masing, mejadi 
jamaah haji untuk berkunjung ke Baitullah Ka’bah demi melaksanakan perintah Allah 
SWT. Dengan tata cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. 
b. Hukum Haji 
Menunaikan ibadah haji adalah wajib bagi orang Islam yang mampu 
mengadakan perjalanan keBaitullah. 
Allah berfirman dalam QS. Ali-Imran/3: 97 
 
                          
              

Terjemahnya: 
“Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim; 
barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah Dia; Dan (diantara) kewajiban 
manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu (bagi) 
orang yang mampumengadakan perjalanan ke sana.. Barang siapa mengingkari 
(kewajiban) haji, Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (Tidak memerlukan 
sesuatu) dari seluruh alam”.30
Dan pada Baitullah ini terdapat bukti-bukti nyata bahwa ia dibangun oleh 
tangan Ibrahim dan sesunggguhnya Allah mengagungkan dan memuliakannya. Di 
antaranya adalah maqam Ibrahim, yaitu batu yang Ibrahim berpijak di atasnya ketika 
dia dan putranya, Ismail, meninggikan fondasi-fondasi Baitullah. Siapa saja 
memasuki Baitullah ini, maka dia akan merasa aman terhadap jiwanya, tidak ada 
 
 
                                                     
30Al-Qur’an dan Terjemahnya 
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seorangpun yang berbuat buruk kepadanya. Dan sesungguhnya Allah telah 
mewajibkan atas orang yang mampu dari kalangan manusia di mana pun berada untuk 
mendatangi Baitullah ini untuk menjalankan manasik haji. Dan barangsiapa 
mengingkari kewajiban haji, niscaya dia telah kafir. Dan Allah mahakaya tidak 
membutuhkannya, haji dan amal perbuatannya serta juga seluruh makhluk-Nya.31
c. Syarat, Rukun, Wajib, dan Sunnah haji 
 
Penulis berpendapat bahwa salah satu perintah Allah SWT. Dan wajib dipatuhi 
oleh umat Islam adalah menunaikan ibadah haji. Akan tetapi kewajiban menunaikan 
ibadah haji hanya bagi orang yang mampu,ini menjelaskan bahwa Allah SWT. Tidak 
ingin memberikan beban yang berat kepada hamba-hambanya dalam hal beribadah 
kepada-Nya. Ini adalah salah satu bukti Allah SWT. sangat mengasihi dan 
menyayangi hamba-hambanya. 
1. Adapun, syarat wajib haji yaitu: 
a) Islam  
Ibadah haji wajib dilaksanakan oleh orang yang beragama Islam. Jika yang tidak 
beragama Islam, maka tidak sah. 
b) Berakal 
Ibadah haji tidak akan sah bila dilakukan oleh orang yang mempunyai gangguan 
mental atau gila. 
c) Balig 
                                                     
31Hikmat Basyir, dkk., At-Tafsir al-Muyassar,vol. 1, Terj. Muhammad Ashim dan Izuddin 
Karimi, Tafsir Muyassar : Memahami Al-Qur’an Dengan Terjemahan dan Penafsiran paling Mudah, 
vol.1 (Cet. I ; Jakarta: Darul Haq, 2016 ), h. 184. 
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Ibadah haji sah apabila dilakukan oleh orang yang sudah cukup umur, yaitu usia 
yang mencapai taklif atau wajib menjalankan syariat. Bila dilakukan oleh anak yang 
belum berusia balig. Hajinya sah tapi belum menggugurkan keawjiban hajinya 
d) Merdeka 
Statusnya bukan sebagai budak 
e) Mampu 
Mampu dalam hal meteri, fisik, dan keilmuan.32
2. Rukun Haji 
 
Penulis dapat menyimpulkan bahwa kewajiban menunaikan ibadah haji harus 
memenuhi 5 syarat tersebut. Dan apabila ada seorang hamba yang memenuhi syarat-
syarat tersebut, wajib hukumya untuk menunaikannya dan berdosa apabila 
melalaikannya.. 
Adapun Rukun haji sebagai berikut: 
a) Ihram  
Ihram adalah memulai manasik haji dengan mengucapkan niat. Ihram 
merupakan hal yang pertama dilakukan ketika melaksanakan ibadah haji. Mulai dari 
mikat dan disertai dengan larangan melakukan hal yang tertentu. 
b) Wuquf 
Wukuf dilakukan di padang Arafah dengan berdiam pada tanggal 9 Zulhijjah, 
sejak matahari menunjukan waktu Zuhur hingga matahari terbenam atau Magrib. 
                                                     
32Anggyta Ryandika Rusman, Panduan Praktis Haji dan Umrah (Yogyakarta: Buku  Pintar, 
2015), h. 10. 
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c) Thawaf 
Thawaf dilakukan setelah wukuf dan mabit di Muzdalifah. Tawaf bisa 
dilaksanakan pada tanggal 10-11-12-13 Zulhijjah atau dihari lainnya. Apabila belum 
melakukan tawaf, maka ibadah haji dianggap tidak sah. Macam-macam Tawaf: 
1) Tawaf Ifadah: tawaf sebagai rukun haji (tawaf ziarah atau tawaf shadr). 
2) Tawaf Umrah: tawaf sebagai rukun umrah. 
3) Tawaf Qudum: tawaf kehormatan bagi yang berhaji ifrad dan kiran pada saat  
sampai di Makah. 
4) Tawaf sunnah: tawaf yang tidak berkaitan dengan haji dan umrah. 
5) Tawaf wadak: dilakukan ketika jamaah akan meninggalkan Makah. 
d) Sa‟i 
Sai yaitu berjalan di Bukit Safa ke Bukit Marwa sebanyak tujuh kali.. 
e) Tahallul 
Tahallul disimbolkan dengan mencukur minimal tiga helai rambut. Tahalul 
merupakan salah satu rukun haji sebagai penghalal terhadap hal yang diharamkan 
dalam haji. 
f) Tertib dan berurutan 
Rukun haji dilakukan secara tertib dan berurutan dari awal sampai akhir. Apabila 
ada yang terlewat maka ibadah hajinya dianggap tidak sah.33
Maka dari itu, penulis menyimpulkan bahwa jamaah haji harus taat dan 
menjalankan rukun haji tersebut, karena satu saja rukun haji tidak di jalankan oleh 
 
                                                     
33Anggyta Ryandika Rusman, Panduan Praktis Haji dan Umrah, h. 11-12. 
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jamaah haji maka ibadah haji yang dilaksanakanya tidak sah. 
3. Wajib Haji 
Wajib haji adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan saat melaksanaka 
ibadah haji. Namun, apabila tidak dikerjakan, ibadah hajinya tetap sah dengan syarat 
membayar dam atau denda. Beberapa wajib haji diantaranya adalah: 
a. Ihram dari miqat  
Berniat melakukan ibadah haji dengan menggunakan pakaian ihram dari mikat, 
maka harus kembali ke awal atau dapat membayar dam. 
b. Wukuf di padang Arafah sampai matahari terbenam 
Wukuf dilakukan saat matahari menunjukan waktu Zuhur sampai dating waktu 
magrib, pada tanggal 9 Zulhijjah. 
c. Bermalam di Musdalifah 
Bermalam di Musdalifah dilakukan setelah wukuf, dimulai dari waktu Magrib 
sampai Subuh. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Ulama 
membolehkan bermalam hanya sampai tengah malam saja. 
d. Bermalam di Mina 
Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 11, 12, atau 13 Zulhijjah. Siang harinya 
melempar jumrah ula, wusta, dan akabah. 
e. Melempar jamarat 
Melempar jamarat Akabah dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 11-12 
atau 13 melempar 3 buah jamarat dengan total jumlah kerikil 21 butir. 
f. Tahalul 
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Mencukur minimal 3 helai rambut, bisa juga menggunduli rambut. Untuk wanita 
memotong rambut seukuran ujung jari. Tahalul dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. 
g. Tawaf Wadak 
Tawaf Wadak merupakan akhir dari manasik haji. Jamaah harus segera pulang, 
keluar dari Makkah.34
4. Sunnah Haji 
 
Penulis menyimpulkan bahwa wajib haji berkonsekuensi dam, yang artinya 
ketika melanggar wajib haji tersebut, haji tetap sah akan tetapi diwajibkan membayar 
dam (denda). 
Dalam ilmu fiqih, sunnah adalah melaksanakan suatu pekerjaan yang 
mendatangkan pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Jadi pengertian sunnah haji 
di sisni adalah sesuatu yang jika kita lakukan akan mendatangkan pahala dari allah, 
dan jika kita tingglkan haji kita tidak batal. Sunnah haji diantaranya adalah: 
a. Mandi sunnah menjelang ihram. 
b. Shalat sunnah ihram sebanyak dua rakaat. 
c. Membaca talbiyah, shalawat Nabi dan doa. 
d. Mencium Hajar Aswad. 
e. Shalat sunnah di Hijir Ismail. 
f. Shalat sunnah di Maqam Ibrahim. 
g. Berdoa di Multazam. 
                                                     
34Anggyta Ryandika Rusman, Panduan Praktis Haji dan Umrah, h. 12-13. 
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h. Minum air Zamzam.35
Penulis berkesimpulan bahwa selain dari pada rangkaian wajib haji, yaitu 
kegiatan yang harus dilaksanakan oleh jamaah haji. Ada beberapa kegiatan-kegiatan 
yang dianjurkan oleh para jamaah haji yaitu sunnah haji, walaupun dalam ilmu fiqih 
hal initidak akan membatalkan jamaah haji atau terkena Dam (denda) ketika tidak 
dilaksanakan. Akan tetapi akan mendapatkan pahala ketika mengerjakannya dan 
menunjang tercapainya haji yang mabrur. 
 
C. Kerangka Konseptual 
Karangka konseptual merupakan suatu hubungan atau kaitannya antara 
konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Karangka 
konsepini bertujuan untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar 
tentang suatu topik yang akan dibahas. Melaksanakan ibadah haji merupakan 
dambaan setiap orang yang mengaku beragama Islam. Setiap musim haji tiba 
berdatangan kaum muslim dari penjuru Negeri ke Baitullah  untuk menunaikan 
ibadah haji. Mereka bertemu dan berkumpul menjadi suatu ikatan yang lebih kokoh 
dan kuat  yaitu ukhuwah Islamiyah. Tidak ada kaya maupun miskin, pejabat atau 
rakyat biasa semuanya sama di hadapan Tuhan. Tujuan dan niat mereka sama yaitu 
ingin menunaikan rukun Islam yang ke-5.Sesungguhnya haji adalah wajib sekali 
seumur hidup atas setiap muslim yang mampu yakni memiliki bekal, sehat jasmani 
dan rohani, adanya biaya bagi keluarga yang ditinggalkan. 
Agar pelaksanaan ibadah haji dapat lebih khusyuk maka permasalah-masalah 
                                                     
35H. Abdurachman Rochimi, Segala tentang Haji dan Umrah  (Jakarta: Erlangga, 2010), h.12. 
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teknis diserahkan oleh pihak penyelenggara haji dalam hal ini adalah 
KementrianAgama. Kompleksitas permasalahan dan faktor penghambat dan 
pendukung dalam penyelenggaraan haji dari tahun ke tahun, menuntut lahirnya 
system manajemen yang mampu mengakses segenap fungsi-fungsi manajerial seperti 
perencanaan, pengorganisasian,pengkoordinasianserta adanya pengawasan guna 
mencapai penyelenggaraan haji yang aman, lancar, dan nyaman, tertib teratur, dan 
ekonomis.36
Dalam undang-undang No 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji 
mengatakan bahwa Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan memberikan pembinaan, 
pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji hingga mereka 
dapat menunaikan ibadah sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.
Secara singkat dapat dikatakan manajemen pelayanan haji diperlukan 
untuk terciptanya penyelenggaraan haji yang efektif, efisien dan rasional. 
37
Pembinaan, pelayanan dan perlindungan untuk para jama’ah haji yang 
dilakukan sejak mulai pendaftaran dan tercata dalam Sistem Komputerisasi Haji 
Terpadu Kementrian Agama (Siskohat Kemenag) secara online dan rael time, masa 
 
Agar tujuan pelaksanaan ibadah haji selalu sukses dam mencapai target yang 
dicapai, maka perlu adanya suatu menejemen, baik menejemen bidang pelayanan, 
penyuluhan dan bimbingan, manasik dan sebagainya. Sehingga apa yang menjadi 
cita-cita para jamaah dalam menunaikan ibadah haji dan umrah ini bisa diperoleh 
secara sempurna dan memuaskan. 
                                                     
36Gazali Suyuti, Problematika Pelaksanaan Ibadah Haji (Cet. I;Makassar: Alauddin 
University, 2013), h. 5 
37A.Chunaini Saleh,Penyelengaraan Haji Era Reformasi(Cet. I; Tanggerang: Pustaka 
Alvabet,  2008),h.92 
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tunggu, keberangkatan dari Tanah Air samapi ke Arab Saudi, selama di tanah Suci 
sampai kembali ke Tanah Air, yang merupakan intisari dari tugas yang menjadi 
amanah besar Kementrian Agama sehingga di butuhkan manajemen yang baik untuk 
menjalankan tugas atau amanah yang besar ini untuk mencapai tujuan yang diingikan 
dan jama’ah haji mendapatkan kenyamanan, memenuhi kepuasan,dan kejelasan 
dalam melaksanakan ibadah haji.38
Manajemen haji diperlukan untuk terciptanya penyelengaraan yang efisien, 
efektif, dan rasional. Menurut Syamsir Torang manajemen sangat pentig bagi setiap 
aktivitas individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan. Dengan kata lain manajemen merupakan hal yang sangat penting dalam 
setiap organisasi.
 
39
1. Fungsi Pencanaan(Planning) 
 
Dengan manajemen yang baik dengan memberikan kemudahan bagi para 
calonjama’ah haji. Sehingga dalam maanjemen terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 
Dalam memberi pelayanan kepada jamaah haji, hal yang paling utama yang 
harus dilakukan adalah membuat perencanaan. Perencanaan bertujuan supaya proses 
pelayanan dapat berjalan dengan baik dan mengetahui tindakan apa saja yang akan 
dilakukan untuk mencapai kepuasan pelayanan terhadap jamaah. 
2. Fungsi Pengorganisasian(Organizing) 
Setelah disusun perencanan, selanjutnya diperlukan adanya kegiatan 
                                                     
38Imam Saukani (Ed.),Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia,(Cet; I:Jakarta: Publising 
Kehidupan Keagamaan, 2009),h.5 
39Nidjam Achmad dan Hanan Alatief,Manajemen Haji(Cet; I:Jakarta:Mediacita, 2006),h.27 
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pengorganisasian. Kegiatan pengorganisasian dimaksudkan untuk membagi tugas 
apa-apa saja yang akan dilakukan didalam proses pelayanan jamaah haji, bisa juga 
dikatakan Hal ini adalah tindakan kerjasama untuk meraih sebuah tujuan yang 
disepakati bersama dan dapat mempermudah pelaksanaan rencana. 
3. Fungsi penggerakan(Actuating) 
Setelah melakukan pengorganisasian selanjutnya adalah penggerakkan. 
Penggerakan dilakukan untuk melaksanakan kegiatan-kegitan untuk mencapai tujuan 
yang teah ditetapkan. Yang menjadi penggerakan dalam hal ini adalah para pelaksana 
penyelengaraan haji yang melakukan kegiatan-kegitan pelayanan jama’ah haji. 
4. Fungsi pengawasan(Controling) 
Setelah ketiga fungsi telah diterapkan, selanjutnya melakukan pengawasan. 
Pengawasan ini bertujuan untuk melihat proses pelayanan jamaah haji. Dan 
selanjutnya mengevaluasi apa saja kekurangan pada saat proses pelayanan 
berlangsung. Hali ini dilakukan agar tercipta pelayanan yang baik dari waktu 
kewaktu. 
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BAGAN KERANGKA KONSEPTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEMENAG Kab.Bantaeng 
(Kementrian Agama 
Kabupaten Bantaeng) 
 
Manajemen 
Pelayanan 
Kelebihan dan  
Kekurangan 
1. Administrasi 
2. Bimbingan manasik 
3. Tranportasi  
4. Akomodasi  
5. Kesehatan 
6. Konsumsi 
 
Jama’ah Haji 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Yang lebih kenal dengan 
istilah naturalistic inquiry (inkuiri alamiah).1 Penelitian kualitatif adalah penelitian 
yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.2
Metode penelitian kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskripsi yang menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dan 
perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan 
kondisis dan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. 
Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampel bahkan populasi 
atau sampel sanngat terbatas. Jika data sudah terkumpul sudah mendalam dan bisa 
menjelaskan kondisi dan fenomena yang diteliti, maka tidak pelu mencari sampling 
lainnya.
  
3
Metode penelitian kualitatif menekankan pada metode penelitian observasi 
di lapangan dan datanya dianalisa dengan cara non statistik. Pada penelitian ini, 
peneliti harus mampu mengungkapkan gejala sosial di lapangan dengan 
 
                                                     
1Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosta Karya, 1995), 
h. 15. 
2Sitti  Mania, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial  (Makassar: Alauddin University 
Press, 2013), h. 37. 
3Racmat Kriantono, Teknis Praktis Riset Komunikasi, dengan kata pengantar oleh Burhan 
Bungin, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2009), h. 56-57. 
39 
 
 
 
menggerakkan segenap fungsi indrawinya. Dengan demikian, peneliti harus dapat 
diterima oleh informan dan lingkungannya agar mampu mengungkapkan data yang 
tersembunyi melalui bahasa tutur, bahasa tubuh, perilaku maupun ungkapan-
ungkapan yang berkembang dalam dunia dan lingkungan responden.4 Menurut 
bogdan dan Taylor dalam bukunya Lexy J. mendefinisikan metode penelitian 
kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 
diamati5
2. Lokasi Penelitian 
 
Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian berlokasi di Kabupaten 
Bantaeng, tepatnya di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, Jl. Andi 
Mannappiang, Lamalaka, Kec. Bantaeng, belakang Kantor Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bantaeng. Waktu yang akan digunakan dalam penelitian ini berkisar dua 
bulan, terhitung sejak pengesahan draft proposal, penerbitan surat rekomendasi 
penelitian, hingga tahap pengujian hasil riset. 
 
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian yang dilakukan berada pada ruang lingkup wilayah penelitian jamaah 
haji, oleh karena itu peneliti menggunakan pendekatan manajemen dan pendekatan 
sosiologi, peneliti memakai teori-teori yang telah mapan dalam bidang disipilin ilmu 
                                                     
4Nurhidayat Muh. Said, Metode Penelitian Dakwah (Cet I; Makassar: Alauddin University 
Press, 2013). h. 41. 
5Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosta Karya, 1995), 
h. 25. 
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manajemen untuk menjelaskan dan mengungkapkan mengenai suatu fenomena atau 
gejala yang terkait dengan pelayanan jamaah haji di Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Bantaeng. 
 
C. Sumber Data 
1. Sumber Data Primer 
Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsumg dari 
informan yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti yaitu Pelayanan 
Jamaah Haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng. Dalam 
penelitian ini yang termasuk dalam data primer adalah hasil wawancara dengan 
Kepala Kantor, Staff/Pegawai, dan Jamaah Haji Kemeterian Agama Kabupaten 
Bantaeng sebagai narasumber mengenai Manajemen Pelayanan Jamaah Haji di 
Kantor Kemeterian Agama Kabupaten bantaeng. 
a. Kepala Kantor 
 Dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng di peroleh data 
secara akurat mengenai gambaran umum Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Bantaeng, meliputi: letak geografis, sejarah berdirinya, profil, visi dan misi, keadaan 
staff/pegawai, struktur organisasi, sarana dan prasarana dan seluruh kegiatan yang 
mendukung seluruh kegiatan dan aktifitas Manajemen Pelayanan Jamaah Haji di 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng. 
b. Staff /Pegawai 
Staf/Pegawai adalah orang yang menguruai langsung proses pelayanan jamaah 
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haji dan hal ini menjadi sangat diperlukan dalam sebuah data mengenai bagaimana 
peranan penerapan konsep manajemen dalam pelayanan jamaah haji di Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng. 
c. Jamaah 
Jamaah sebagai sumber data yang nyata dari program yang telah diterapkan 
oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten bantaeng. Dari mereka dapat diperoleh 
data yang valid mengenai keberhasilan program-program yang diberikan oleh pihak 
penyelanggara haji khususnya dalam proses pelayanan  jamaah haji. 
2. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder yaitu kumpulan pustaka yang berhubungan dan dapat 
menunjang penelitian ini, yaitu dapat berupa buku, internet. Majalah, Koran, serta 
sumber data lain yang dapat dijadikan pelengkap data. 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, calon peneliti berencana menggunakan metode 
pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Observasi 
Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan 
tujuan penelitian, direncanakan, dan dicatat secara sistemaris keandalan (Reabilitas) 
dan kesahihannya (Validitasnya).6
                                                     
6Husaini Usma, Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial  (Cet. I; Jakarta: PT. 
Bumu Aksara, 2008), h. 52. 
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Metode penelitian ini juga digunakan untuk mengumpulkan data tentang 
gambaran umum Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, dan juga untuk 
mengetahui penerapan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, 
pengorganisasiann dan lain-lain, didalam upaya meningkakan kinerja Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng. 
2. Metode Wawancara 
Interview yang sering juga sering disebut dengan wawancara atau kuesioner 
lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh 
informasi dari terwawancara.7 Metode ini untuk memperoleh data dari pihak 
penyelenggara haji serta dari jamaah haji itu sendiri, hali ini dilakukan secara tatap 
muka atau face to face
Pada saat wawancara dilakukan, peneliti memperhatikan beberapa 
pertanyaan dengan wawancara yang terstruktur yaitu wawancara yang terdiri dari 
suatu daftar pertanyaan yang telah direncanakan dan telah disusun sebelumnya. 
Sebagai bentuk pertanyaannya, digunakan wawancara yang bersifat terbuka yang 
mana wawancara terdiri dari pertanyaan-pertanyaan informan diberikan kebebasan 
untuk menjawabnya.
. 
8
3. Dokumentasi 
 
Dokumentasi adalah pengumpulan data dari data-data yang tertulis yang 
                                                     
7Suharmin Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis  (Cet. XIII; Jakarta: PT. 
Raneka Cipta, 2006), h. 155. 
8Nur Hidayah Muh. Said, Metode Penelitian Dakwah (Makassar: Alauddin University Pers, 
2013), h. 60. 
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mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran dan fenomena yang masih 
actual dengan sesuai tujuan dari penelitian metode dokumentasi berasal dari sumber-
sunber yang tertulis sperti buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen, catatan harian, 
notulen rapat dan foto-foto.9
E. Instrumen Penelitian 
 
Metode ini diguanakan untuk mendapatkan data berupa arsip-arsip atau 
dokumen-dokumen yang ada pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, 
dan Seksi Penyelenggara Haji pada khususnya. 
 
Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 
penelitian, baik data yang kualitatif maupun kuantitatif.10
 
 Hal yang sangat penting 
dan memiliki faktor untuk dapat menunjang keberhasilan penelitian agar berjalan 
lancar dan tersistematis adalah instrument atau alat yang akan digunakan pada saat 
penelitian. Seperti pada saat pemgumpulan data, dibutuhkan beberapa instrument atau 
alat pada saat penelitan. 
Dalam hal ini instrument atau alat yang dimaksud untuk menunjang 
keberhasilan penelitian yaitu pedoman wawancara, buku catatan, pulpen, kamera, 
perekam suara, dan alat jurnalis lainnya. 
 
                                                     
9Mulyono Damopoli, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah  (Makassar: Alauddin 
University Pers, 2013). h. 17. 
10Sitti  Mania, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial, h. 120. 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Teknik pengolahan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data 
yang disajikan berbentuk narasi kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk verbal yang 
diolah menjadi jelas, akurat, dan tersistematis.11
Analisis data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara sistematis 
catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan lainnya. Untuk meningkatkan 
pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menjadikannya sebagai temuan 
bagi orang lain.
  
12
 Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam 
bentuk yang mudah dibaca. Metode yang digunakan adalah metode survey dengan 
pendekatan kualitatif, yang artinya setiap data terhimpun dapat dijelaskan  dengan 
berbagai persepsi yang telah menyimpang dan sesuai dengan judul penelitian. Teknik 
pendekatan deskriptif kualitatif merupakan suatu proses menggambarkan keadaan 
sasaran yang sebenarnya, penelitian secara apa adanya, sejauh apa yang peneliti 
dapatkan dari hasil observasi, wawancara maupun dokumen.13
                                                     
11Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif  (Cet. I; Yogyakarta: PT Lkis Yogyakarta, 2008), 
h. 89. 
12Noen Muhajirin, Metode Penelitian Kualitatif  (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), h. 18. 
13Tjetjep Rohendi Rohidi, Analisis Data Kualitatif  (Jakarta: UI Press, 1992), h. 15. 
  
Langkah-langkah pengolahan dan analisis data yang digunakan pada 
penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga 
hal tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lain dan menunjang 
keberhasilan penelitian. 
 
45 
 
 
 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan bagian 
yang sangat penting untuk keakuratan data yang terjadi pada objek penelitian dengan 
data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demkian data yang diperoleh adalah 
data yang valid atau data yang tidak berdeda antara data yang diperoleh dengan data 
yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Adapun pengujian keabsahan data 
pada uji kredibilitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepercayaan 
terhadap data yang diteliti. cara untuk menguji kredibilitas data, yaitu: 
1. Perpanjang pengamatan  
 Dengan perpanjang pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, 
melakukan pengamatan. Melakkukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber 
data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjang pengamatan ini 
berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk rapport, 
semakin akrab (tidak ada jarak), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak 
ada informasi yang disembunyikan lagi. Bila telah terbentuk rapport, maka telah 
terjadi kewajaran dalam penelitian, dimana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu 
perilaku yang dipelajari. 
2. Peningkatan ketekunan 
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat 
dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan 
peristiwa akan dapat direkam dengan pasti dan sistematis. 
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3. Menggunakan bahan referensi 
 Bahan referensi yang dimaksud yaaitu adanya data pendukung untuk 
membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 
1. Sejarah Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, berdiri di atas tanah seluas 
3.364 M2 ysng beralamat di Jl. A. Mannappiang Kab. Bantaeng. Pada mula 
berdirinya kantor ini bernama Jawatan Urusan Agama yang dikepalai oleh seorang 
tokoh agama bernama S. Yasid Nasar (1951-1972), pendiriannya beberapa tahun 
setelah Departemen Agama RI resmi terbentuk dalam pemerintahan RI yang ditandai 
dengan dialihkannya tugas-tugas keagamaan dari berbagai kementerian kepada 
kementerian agama pada tanggal 3 januari 1946 berdasarkan Penetapan Pemerintah 
Nomor: 1/D Tahun 1946 yang disusul dengan Penetapan Pemerintah Nomor: 5/D 
Tahun 1946 dengan ditunjuknya H. M. Rasyidi, B.A. sebagai Menteri Agama 
pertama yang di lantik pada tanggal 12 Maret 1946. Departemen Agama didirikan 
dengan tujuan membantu mensukseskan sebagian tugas umum pemerintahan dan 
pembangunan di bidang agama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Selengkapnya secara berturut Kementerian Agama RI dipimpin oleh : 
1) H. M. Rasyidi, B.A. 
2) K. H. Faturrahman Kafrawi 
3) K. H. Wahid Hasyim 
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4) K. M. Masykur 
5) K. H. Fakih Usman 
6) K. H. Moh. Ilyas 
7) Wahib Wahab 
8) K. H. Syaifuddin Zukri 
9) K. H. Moh. Dahlan 
10) K. H. DR. H. A. Mukti Ali 
11) K. H. Alamsyah Ratu Perwiranegara 
12) H. Munawir Sjadzali, M.A. 
13) DR. H. M Tarmisi Taher 
14) Prof. Dr. H. M. Quraish Syihab, M.A. 
15) Prof. Dr. H. Malik Fajar, M.A. 
16) Drs. H. Toha Hasan 
17) Prof. Dr. Said Agil Al-Munawar, M.A. 
18) M. Maftuh Basyumi, S.H. 
19) Dr. Surya Darma Ali 
20)  Lukman H. Saifuddin1
Terlepas dari pada itu di bawah ini beberapa nama Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten Bantaeng yang terus bergani seiring berjalannya waktu disertai 
dengan nama Kepala Kantor beserta tahun periode jabatannya, 
 
                                                             
1Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, Sejarah Berdirinya Kantor Kemenag Kabupaten 
Bantaeng, Official Website Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, 
https://www.bantaengkemenag.com/2012/01/sejarah-kemenag-bantaeng.html?m=1 (4 Oktober 2018). 
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1. Jawatan Urusan Agama Kabupaten Bantaeng  
S. Yasid Nasar (1951-1972) 
2. Kantor Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Bantaeng 
a. K. H. Yusuf Harun (1972-1974) 
b. Drs. Muh. Tahir Lewa (1975-1980) 
3. Kantor Departemen Agama Kabupaten Bantaeng 
a. Muh. Junaid (1980-1985) 
b. K.H. Abd. Malik Gassing (1985-1989) 
c. Drs. H. Muh. Idrus Makkawaru (1999-2001) 
d. Drs. Muh. Asnawi Hadjar (2001-2002) 
e. Drs. H. M. Rahimmas P. Sanjata (2003-2005) 
f. Drs. H. Muh. Adnan, MM (2005-2012) 
4. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng 
a. H. Anwar Abubakar, S.Ag., M.Ag.. 
b. H. Muhammad Yunus, S.Ag., M.Ag..2
Seiring perkembangan zaman, Kementerian Agama mengalami 
penyempurnaan dalam berbagai segi dalam rangka memberikan sumbangsih yang 
lebih nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dari segi pengembangan 
 
                                                             
2Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, Kepala Kantor Kemenag Bantaeng dari Masa ke 
Masa, Official Website Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, 
https://www.bantaengkemenag.com/2014/01/kepala-kantor-kemenag-bantaeng-dari.html?m=1 (4 
Oktober 2018). 
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sumber daya manusia, perbaikan akhlak aparatur, sampai dengan pencapaian 
kepemerintahan dalam lingkungan Kementerian Agama yang bersih dan berwibawa.3
5. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng Tahun 
2018. 
 
Dalam mewujudkan tugas dan tanggung jawab yang berat tersebut, 
berdasarkan PMA No. 13 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Kementerian 
Agama Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng memiliki 
struktur organisasi sebagai berikut :4
1) Sub. Bagian Tata Usaha, yang membawahi 
 
a. Urusan Umum 
b. Urusan Kepegawaian 
c. Urusan Keuangan 
2) Seksi Pendidikan Madrasah 
3) Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren 
4) Seksi pendidikan Agama Islam 
5) Seksi Bimas Islam 
6) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah 
7) Penyelenggaraan Syariah. 
 
                                                             
3Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, Sejarah Berdirinya Kantor Kemenag Kabupaten 
Bantaeng, Official Website Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, 
https://www.bantaengkemenag.com/2012/01/sejarah-kemenag-bantaeng.html?m=1 (4 Oktober 2018). 
4Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, Struktur Organisasi Kantor Kemenag Kabupaten 
Bantaeng, Official Website Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, 
https://www.bantaengkemenag.com/2013/03/struktur-organisasi-kantor-kemenag.html?m=1 (4 
Oktober 2018). 
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Ketujuh sturktur tersebut bekerja berdasarkan tugas dan fungsinya masing-
masing. Secara umum Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng 
menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :5
1) Merumuskan visi, misi dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan  
 
bimbingan kehidupan beragama di Kabupaten Bantaeng. 
2) Melaksanakan pembinaan pelayanan dan bimbingan masyarakat islam.  
Pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan 
keagamaan, pondok pesantren pendidikan agama pada masyarakat dan pemberdayaan 
masjid. 
3) Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan admnistrasi dan  
informasi keagamaan 
4) Memberikan pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan ummat beragama 
5) Melakukan pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian, dan pengawasan  
program 
6) Melaksanakan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan  
lembaga masyarakat dalam rangka melaksanakan tugas Kementerian Agama 
Kabupaten Bantaeng. 
 
 
 
                                                             
5Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, Struktur Organisasi Kantor Kemenag Kabupaten 
Bantaeng, Official Website Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, 
https://www.bantaengkemenag.com/2013/03/struktur-organisasi-kantor-kemenag.html?m=1 (4 
Oktober 2018). 
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6. Visi, Misi Dan Tujuan Kemeterian Agama Kabupaten Bantaeng 
Visi, misi dan tujuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, 
diantaranya adalah:6
a. Visi 
 
Terwujudnya  taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir dan 
batin. 
b. Misi  
a) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama. 
b) Meningkatkan kualitas kerukunan ummat beragama. 
c) Meningkatkan kualitas Raudhatul Athfal, madrasah, pendidikan Agama dan  
pendidikan keagamaan. 
d) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. 
e) Mewujudkan tata kelola kepemerintahan bersih dan berwibawa. 
c. Tujuan 
Tujuan jangka panjang pembangunan bidang agama yang hendak dicapai oleh 
Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng adalah Terwujudnya Masyarakat 
Kabupaten Bantaeng yang taat beragama, maju, sejahtera, dan cerdas serta saling 
menghormati antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
                                                             
6Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, Visi Misi Dan Tujuan Kantor Kementerian 
Agama  Kabupaten Bantaeng, Official Website Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, 
https://www.bantaengkemenag.com/2010/01/visi-misi-dan-tujuan.html?m=1 (4 Oktober 2018). 
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7. Struktur Organisasi Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng 
 
 
  
 
 
 
 
 
B. Manajemen Pelayanan Jamaah Haji Di Kementerian Agama Kabupaten 
Bantaeng. 
Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 
2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan salah satunya memberikan pelayanan 
administrasi, bimbingan/manasik ibadah haji, pelayanan kesehatan, pelayanan 
transportasi, pelayanan konsumsi, dan perlindungan atau keamanan kepada calon 
jamaah haji, sehingga para calon jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai 
dengan ketentuan menurut ajaran agama Islam. Maka dari itu  Kementerian Agama 
sangat berperan penting dalam memudahkan pelayanan jamaah haji mulai dari 
pendaftaran sejak awal hingga berangkat dan kembali ke Tanah Air dengan selamat. 
Penyelenggara haji dan umrah di Kementerian Agama kabupaten 
Bantaeng dengan jumlah karyawan 2 orang dan mampu mengoperasionalkan 
         Kasi PHU                        
H. Muh. Tahir, S.Ag., MM 
 
          Operator                        
Irwanto B, SE 
 
Administrasi        
Jamaluddin, S.Ag. 
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komputer serta bimbingan penjelasan manasik lainnya. Adapun jumlah jamaah yang 
berangkat pada tahun 2018 adalah sebanyak 185 jamaah, dengan pelayanan yang 
diberikan sangat baik sesuai dengan ketentuan yang ada, bersifat terbuka dan penuh 
tanggung jawab terhadap pekerjaannya.7
1. Pendaftaran 
 
Bentuk manajemen pelayanan jamaah haji di Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Bantaeng sebagai berikut: 
Ada dua sistem pendaftaran ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten 
Bantaeng yaitu sistem tabungan dan sistem lunas. 
a. Sistem Tabungan 
Pendaftaran ibadah haji dengan sistem tabungan yang akan melunasi BPIH 
(Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) adalah sebagai berikut: 
1) Calon jamaah haji datang ke Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya 
Penyelenggaraan Ibadah Haji  yang sudah bekerja sama dengan kementerian Agama 
RI, dalam hal ini yang ada di Kabupaten Bantaeng adalah BRI Syariah, BNI Syariah, 
dan Syariah Mandiri. Sudah terkoneksi dengan SISKOHAT Kemenag, sesuai dengan 
domisili calon jamaah haji untuk membuka tabungan haji dan melakukan setoran 
awal BPIH ke rekening agama sebesar Rp. 25.000.000,- dan menyetor dokumen-
dokumen persyaratan (Fotokopi KTP sebanyak 1 lembar, Fotokopi Kartu Keluarga 
sebanyak 1 lembar, danFotokopi Surat Nikah/Ijasah/Akta Kelahiran sebanyak 1 
lembar. 
                                                             
7Jamaluddin (39 Tahun)  Staf Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama 
Kabupaten Bantaeng “Wawancara” Jl. A. Mannappiang, Bantaeng, 5 Oktober 2018. 
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2) Setelah menyetor setoran awal dan berkas identitas jamaah haji, pihak BPS 
BPIH akan menginput data calon jamaah haji dan menerbitkan  nomor validasi untuk 
calon jamaah haji tersebut. Nomor validasi yaitu bukti calon jamaah haji telah 
melakukan penyetoran. 
3) Calon jamaah haji yang telah mendapatkan nomor validasi selanjutnya 
membawa nomor validasi tersebut dilengkapi dengan Fotocopi KTP sebanyak 1 
lembar, Fotokopi Kartu Keluarga sebanyak 1 lembar, dan Surat Nikah/Ijasah/Akta 
Kelahiran sebanyak 1 lembar ke Kementrian Agama Kabupaten Bantaeng untuk 
didaftarkan oleh Staf/Pegawai Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah. 
4) Cara pendaftaran calon jamaah haji yang dilakukan oleh Staf/Pegawai 
meliputi: 
a) Calon jamaah haji menunjukan buku tabungan dan nomor validasi setoran awal 
b) Mengisi SPPH (Surat Pendaftaran Pergi  Haji) yang akan diinput oleh pegawai haji 
dan umrah dengan melampirkan dokumen persyaratan (Fotokopi KTP yang masih 
berlaku sebanyak 1 lembar, Fotokopi kartu Keluarga sebanyak 1 lembar, Fotokopi 
Surat Nikah/Ijasah/Akta Kelahiran sebanyak 1 lembar). 
c) Kemudaian Staf/Pegawai menginput data calon jamaah haji ke aplikasi 
SISKOHAT dengan menggunakan nomor validasi, secara otomatis data calon jamaah 
haji akan terinput sesuai data pada saat membuat tabungan haji. 
d) Pengambilan foto berwarna lansung di tempat pendaftaran. 
e) Pengambilan sampel sidik jari (biometrik)/finger print. 
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5) Setelah selesai penginputan data calon jamaah haji oleh Staf/Pegawai Seksi 
Penyelenggara haji dan Umroh, selanjutnya calon jamaah haji akan diminta untuk 
mencocokkan data yang telah terinput, untuk memastikan tidak ada kesalahan selama 
proses penginputan berlangsung. 
6) Kemudian jamaah haji akan menandatangani SPPH yang telah dicetak dan 
menerima lembar bukti pendaftaran haji yang berisi nomor porsi pendaftaran. Lembar 
itu dibubuhi tandatangan dan stempel dinas oleh Staf/Pegawai Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten Bantaeng. 
7) Staf/Pegawai akan menyampaikan perkiraan keberangkatan calon jamaah haji, 
jika calon mendaftar tahun ini, maka perkiraan atau estimasi berangkat ketanah suci 
pada tahun 2036. Itu artinya harus bersabar dan menunggu 18 tahun lamanya. 
8) Calon jamaah haji juga diminta menunggu informasi tentang pelunasan BPIH 
(Biaya Penyelenggara Ibadah Haji)8
b. Sistem Lunas 
 
Sistem lunas adalah pendaftaran  bagi calon jamaah haji yang telah ditentukan 
keberangkatannya yang diinformasikan oleh Staf/Pegawai Kementerian Agama 
Kabupaten Bantaeng dan sudah berhak melunasi BPIH di tempat/Bank penyetoran 
setoran awal.9
                                                             
8Jamaluddin (39 Tahun)  Staf Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama 
Kabupaten Bantaeng “Wawancara” Jl. A. Mannappiang, Bantaeng, 5 Oktober 2018. 
9Jamaluddin (39 Tahun)  Staf Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama 
Kabupaten Bantaeng “Wawancara” Jl. A. Mannappiang, Bantaeng, 5 Oktober 2018. 
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Tata cara atau prosedur pendaftaran pergi haji dengan sistem lunas sebagai 
berikut: 
1. Calon jamaah haji memeriksa kesehatan ke puskesmas sekitar atau ke klinik 
untuk mendapatkan surat kesehatan dan dinyatakan istitho`ah haji. Jamaah haji 
memenuhi syarat istitho`ah kesehatan dapat melakukan pelunasan BPIH. 
2. Tempat pembayaran setoran pelunasan BPIH jamaah haji sesuai dengan BPS 
BPIH tempat setoran awal. 
3. BPS BPIH akan menginput data calon jamaah haji ke SISKOHAT 
berdasarkan SPPH. 
4. Calon jamaah yang telah melakukan pelunasan BPIH mendapatkan bukti 
setoran lunas BPIH, buku manasik haji, baju batik, untuk pria mendapatkan pakaian 
Ihram dan untuk wanita mendapatkan mukena. 
5. Calon jamaah haji yang telah melakukan pelunasan BPIH wajib melaporkan 
kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng dan menyerahkan bukti 
setoran lunas BPIH, Fotokopi KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran masing-
masing 1 lembar.. 
6. Pelunasan BPIH dibayarkan sebesar selisih besaraan BPIH perembarkasi 
dengan jumlah setoran awal BPIH. 
7. Staf/Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng setelah 
menerima kelengkapan persyaratan dan bukti setoran lunas BPIH dari calon jamaah 
haji, akan melakukan: 
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a) Mencatat identitas calon jamaah haji ke buku agenda pendaftaran dan memberikan 
tanda bukti pendaftaran yang telah ditanda tangani oleh Staf/Pegawai Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng. 
b) Membuat laporan pendaftaran calon jamaah haji ke Kantor Wilayah Kementerian 
Agama Provinsi Sulawesi Selatan.10
2. Bimbingan Manasik 
 
Bimbingan manasik merupakan suatu kegiatan yang wajib diselenggarakan 
oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng dan calon jamaah haji wajib 
serta ikut dalam kegiatan tersebut. Hal itu bertujuan untuk membimbing calon jamaah 
haji mengenai tata cara dan apa saja yang harus dilakukan dalam melaksanakan 
ibadah haji.  
Pelaksanaan manasik haji yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Bantaeng terkhusus pada Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah adalah 
sebagai berikut:11
a) Pelaksanaan bimbingan manasik haji diselenggarakan setiap tahun sebanyak 10 
kali pertemuan, dibagi menjadi 8 kali di kecamatan dan 2 kali di Kabupaten. Alokasi 
waktu yang digunakan tiap pertemuan adalah 4 jam pelajaran. 
 
b) Bimbingan manasik di tingkat kabupaten diikuti oleh semua calon jamaah haji 
yang telah pasti berangkat atau sudah memiliki jadwal keberangkatan, dilaksanakan 
secara serentak dari semua Kecamatan (8 Kecamatan) dan diselenggarakan oleh 
                                                             
10Jamaluddin (39 Tahun)  Staf Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama 
Kabupaten Bantaeng “Wawancara” Jl. A. Mannappiang, Bantaeng, 5 Oktober 2018. 
11Irwanto (31 Tahun)  Staf Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama 
Kabupaten Bantaeng “Wawancara” Jl. A. Mannappiang, Bantaeng, 8 Oktober 2018. 
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Kantor Kementerian Agama  Kabupaten Bantaeng. Sedangkan bimbingan manasik 
ditiap Kecamatan diselenggarakan oleh KUA Kecamatan dan dikelompokkan oleh 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng sesuai Kecematan yang ditinggali 
oleh calon jamaah haji. 
c) Materi bimbingan manasik diharuskan menggunakan silabus atau buku paket 
bimbingan manasik haji dan umrah, serta do`a dan dzikir manasik haji dan umrah 
yang diterbitkan oleh Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 
d) Penanggung jawab pelaksanaan bimbingan manasik haji di tingkat kabupaten 
Bantaeng adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, 
sedangkan di tingkat Kecamatan adalah Kepala Kantor Urusan Agama di tiap 
Kecamatan. 
e) Sebelum melaksanakan bimbingan manasik calon jamaah haji akan di buatkan 
kelompok atau regu maksimal terdiri dari 11 orang calon jamaah haji (termasuk ketua 
regu) tiap Kecamatan. Mengenai penentuan anggota regu diserahkan kepada calon 
jamaah haji akan tetapi Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng menyarankan agar 
penentuan anggota berdasarkan wilayah atau tempat tinggal calon jamaah haji agar 
lebih mudah berkoordinasi antara satu sama lain. 
f) Penentuan pemateri manasik diutamakan yang sudah bersertifikat, bisa dari 
internal Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, Instansi lain, dan organisasi yang 
bergerak di bidang dakwah. Sedangkan moderator berasal dari internal Kementerian 
Agama kabupaten Bantaeng. 
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3. Keimigrasian/Paspor haji 
Pengurusan pembuatan paspor calon jamaah haji didampingi dan dibantu oleh 
Staf/Pegawai Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Bantaeng. Pembuatan paspor haji berbeda dengan pembuatan paspor lain, Kantor 
Imigrasi memberikan kebijakan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Bantaeng untuk mempermudah dan mempercepat pembuatan paspor calon jamaah 
haji.  
Tata caranya sebagai berikut:12
a) Staf/Pegawai Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Bantaeng mengambil formulir pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kota 
Makassar sesuai jumlah yang dibutuhkan. 
 
b) Kemudian Staf/Pegawai Penyelenggara Haji dan Umrah mengumpulkan sekaligus 
menginformasikan calon jamaah haji yang akan membuat paspor untuk mengisi 
formulir pembuatan paspor. 
c) Staf/Pegawai mencocokkan dan memeriksa data yang telah diisi oleh calon jamaah 
haji sesuai dengan data awal pada saat pendaftaran dan untuk mencegah adanya 
kekeliruan pada saat calon jamaah haji mengisi formulir. 
d) Staf/pegawai Penyelenggara Haji dan Umrah mengirim formulir pembuatan 
paspor ke Kantor Imigrasi Kota Makassar secara Online, kemudian Kantor Imigrasi 
Kota Makassar akan memverifikasi formulir tersebut. Jika ada data yang tidak sesuai, 
                                                             
12Jamaluddin (39 Tahun)  Staf Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama 
Kabupaten Bantaeng “Wawancara” Jl. A. Mannappiang, Bantaeng, 5 Oktober 2018. 
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pihak dari Kantor Imigrasi akan menginformasikan kepada Penyelenggara Haji dan 
Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng untuk segera diperbaiki. 
e) Setelah tahap pengisian formulir pembuatan paspor selesai, calon jamaah haji 
didampingi oleh Staf/Pegawai dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng 
menyewa transportasi menuju Kantor Imigrasi Kota Makassar untuk menyelesaikan 
tahap pembuatan paspor selanjutnya. Biaya transportasi dan konsumsi calon jamaah 
haji selama pengurusan pembuatan paspor ditanggung pribadi masing-masing 
jamaah, kecuali biaya pembuatan paspor sebesar Rp.355.000,- dibayar terlebih dahulu 
oleh calon jamaah tapi akan digantikan oleh pemerintah pada saat akan berangkat. 
f) Proses di Kantor Imigrasi sebagai berikut: 
1) Calon jamaah haji menyerahkan formulir pembuatan paspor dan surat 
pengantar penerbitan paspor jamaah haji dari Kementerian Agama Kabupaten 
Bantaeng. 
2) Calon jamaah haji mengambil foto, sidik jari, dan tanda tangan. 
3) Membayar biaya pembuatan paspor sebesar Rp. 355.000,- 
g) Dalam pembuatan paspor haji proses waktu yang dibutuhkan hanya satu hari, akan 
tetapi waktu yang dibutuhkan sampai terbit paspor calon jamaah haji membutuhkan 
waktu lima hari setelah pembayaran. 
h) Setelah paspor haji terbit Staf/Pegawai yang akan mengambil paspor tersebut di 
Kantor Imigrasi Kota Makassar, hal ini dilakukan untuk mempermudah dan 
mempercepat pengurusan. 
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4. Kesehatan 
Sebelum calon jamaah haji melakukan pendaftaran pelunasan biaya 
penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dan berangkat menuju Asrama Haji Embarkasi 
dan seterusnya menunaikan ibadah haji, calon jamaah haji perlu mendapatkan surat 
kesehatan atau surat istitho`ah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng. Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng dalam hal penyelenggaraan ibadah haji 
Khususnya mengenai penerbitan surat keterangan sehat atau surat  Istitho`ah selalu 
bekerja sama dengan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng. Dalam hal 
tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng diberikan otoritas untuk memeriksa 
kesehatan calon jamaah haji dan mengupayakan agar calon jamaah haji selalu 
menjaga kesehatan sebelum pemberangkatan ibadah haji. Dinas Kesehatan 
Kabupaten Bantaeng berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Bantaeng pada saat penerbitan surat keterangan sehat atau surat Iistitho`ah calon 
jamaah haji, ketika ada jamaah haji yang tidak memenuhi syarat dari segi kesehatan 
dan tidak mendapatkan surat keterangan sehat atau surat istitho`ah, maka Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng akan membatalkan calon jamaah tersebut 
untuk melaksanakan ibadah haji.13
 
  
 
 
 
                                                             
13Irwanto (31 Tahun)  Staf Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama 
Kabupaten Bantaeng “Wawancara” Jl. A. Mannappiang, Bantaeng, 12 Oktober 2018. 
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5. Transportasi 
Pelayanan transportasi yang dilakukan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng terbagi menjadi 3 pelayanan:14
a) Paspor 
 
Pembuatan paspor dilakukan di Kantor ke Imigrasian. Kantor ke Imigrasian yang 
paling dekat dari Kabupaten Bantaeng hanyalah Kantor Imigrasi di Kota Makassar. 
Jarak antara Kabupaten Bantaeng Ke Kota Makassar bisa dibilang cukup jauh karena 
dalam perjalanan darat menggunakan mobil bisa memakan waktu selama 4 jam. 
Maka dari itu Penyelenggara Ibadah Haji Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Bantaeng membantu menyewakan alat transportasi sekaligus mendampingi calon 
jamaah haji dalam pembuatan paspor. Alat transportasi yang biasa disewa adalah bus 
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng. Karena biaya selama pengurusan 
pembuatan paspor (selain biaya penerbitan paspor) sifatnya pribadi, maka biaya sewa 
dan konsumsi selama pembuatan ditanggung oleh pribadi calon jamaah haji. 
b) Pemberangkatan 
Calon jamaah haji berangkat ke Embarkasi Asrama Haji Kota Makassar pada 
tanggal 01 Dzulhijjah, sebelum pemberangkatan calon jamaah haji dikumpulkan di 
Balai Kartini Kabupaten Bantaeng, sebagai titik kumpul bagi calon jamaah haji 
diseluruh Kecamatan Bantaeng. Kendaraan yang digunakan ,menuju Embarkasi 
Asrama Haji berupa bus 4 buah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 
Bantaeng, 1 bus berkapasitas 40-50 orang. Berbeda dengan pada saat pembuatan 
                                                             
14Irwanto (31 Tahun)  Staf Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama 
Kabupaten Bantaeng “Wawancara” Jl. A. Mannappiang, Bantaeng, 12 Oktober 2018. 
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paspor calon jamaah haji, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng dalam 
hal pemberangkatan, bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng. 
Jadi segala biaya pemberangkatan dari sewa bus, konsumsi dan akomodasi calon 
jamaah haji dan panitia selama perjalanan menuju embarkasi Asrama Haji Kota 
Makassar di biayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng. 
c. Pemulangan 
Dalam hal pemulangan jamaah haji, panitia penyelenggara ibadah haji Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng harus lebih dulu tiba di Bandara Sultan 
Hasanuddin Makassar, tujuannya agar panitia lebih mudah mengkoordinir jamaah 
haji ketika penjemputan. Panitia penyelenggara ibadah haji Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten bantaeng tahun 2018 ada yang berangkat malam dan ada pula 
yang berangkat subuh dari Bantaeng menuju Bandara Sultan Hasanuddin, karena 
jadwal tiba jamaah haji di Bandara adalah pukul 06.00 wita. Sama halnya pada saat 
pemberangkatan segala biaya pemulangan masih ditanggung oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bantaeng. 
 
C. Kelebihan dan Kekurangan di dalam Proses Pelayanan Jamaah Haji Di 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng. 
1. Kelebihan 
Beberapa hal yang menjadi kelebihan di dalam proses pelayanan jamaah haji 
di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng yaitu: 
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a) Adanya koordinasi yang baik, mapan dan rapi Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Bantaeng dengan Instansi terkait penyelenggara ibadah haji sehingga 
mempermudah kelancaran pelaksanaan ibadah haji. 
b) Mendukungnya sarana dan prasarana dalam pelayanan pendaftaran, Misalnya; 
tersedianya pendingin ruangan (AC dan kipas angin), kursi tunggu, TV, 
koran/majalah, tempat yang bersih dan nyaman. 
c) Adanya subsidi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng. Biaya dari persiapan 
keberangkatan sampai di Asrama Haji seperti biaya akomodasi, konsumsi, dan 
transportasi bagi calon jamaah haji dan panitia penyelenggara ibadah haji, disubsidi 
oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng. 
d) Sifat yang ramah dari para Staf/Pegawai yang melayani para calon jamaah haji 
sehingga tercipta keharmonisan dan calon jamaah haji tidak kaku dalam 
berkomunikasi. 
e) Adanya tenaga ahli atau professional yang sudah berpengalaman dan mampu 
menguasai beberapa bidang pekerjaan, jadi walaupun sedikit dan terbatasnya 
Staf/Pegawai penyelenggara haji dan umrah tetapi karena adanya tenaga ahli tersebut 
sehingga mampu memaksimalkan pelayanan bagi calon jamaah haji. 
f) Adanya bantuan tenaga pekerja dari pelajar dan mahasiswa yang melaksankan 
program magang atau PPL dari sekolah atau kampusnya masing-masing selama 
waktu berkisar antara 1-2 bulan lamanya. Hal ini rutin tiap tahun ada dan Kantor 
65 
 
 
 
Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng khususnya Seksi Penyelenggara Haji dan 
Umrah sangat terbantu akan hal tersebut.15
2. Kekurangan 
 
Di dalam proses pelayanan jamaah haji Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Bantaeng memiliki sedikit kekurangan antara lain: 
a) Kurangnya Staf/Pegawai tetap dalam pelayanan calon jamaah haji, sehingga 
Staf/Pegawai yang ada harus bekerja lebih keras agar proses pelayanan calon jamaah 
haji maksimal dan memuaskan.akan tetapi hal ini akan mempengaruhi kenyamanan 
pribadi Staf/Pegawai dalam pekerjaannya. 
b) Kurangnya SDM yang berkualitas untuk dijadikan sebagai Staf/Pegawai di Seksi 
Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng. 
c) Kualitas SDM (sumber daya manusia) dalam hal ini Staf/Pegawai tidak sama 
sehingga ketika Staf/Pegawai ada yang tidak diketahui maka Staf/Pegawai yang lain 
akan mengajarkan hal tersebut. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi proses 
pelayanan karena ada waktu-waktu tertentu yang harus terbuang. 
d) Minimnya kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Bantaeng bagi karyawan baru, sehingga Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Bantaeng khususnya Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah masih 
                                                             
15Irwanto (31 Tahun)  Staf Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama 
Kabupaten Bantaeng “Wawancara” Jl. A. Mannappiang, Bantaeng, 12 Oktober 2018. 
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tergantung kepada karyawan lama dan tentu saja akan memberatkan bagi karyawan 
lama tersebut.16
 
 
 
                                                             
16Irwanto (31 Tahun)  Staf Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama 
Kabupaten Bantaeng “Wawancara” Jl. A. Mannappiang, Bantaeng, 12 Oktober 2018. 
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BAB V  
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian tentang “Manajemen Pelayanan Jamaah Haji di 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng” penulis dapat menarik beberapa 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Bentuk pelayanan jamaah haji di Kantor Kementerian Agama ada beberapa 
hal yaitu: administrasi, bimbingan manasik, transportasi, pengurusan paspor, 
akomodasi, kesehatan dan konsumsi. 
2. Kelebihan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng dalam hal 
pelayanan jamaah haji yaitu, adanya kordinasi yang baik, mapan dan rapi dengan 
instansi lain terkait penyelenggara ibadah haji, adanya subsidi dari pemerintah 
setempat, dan adanya bantuan tenaga pekerja yang rutin dilakukan oleh pelajar dan 
mahasiswa yang melaksanakan program magang atau PPL. Sedangkan Kekurangan 
dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng dalam hal pelayanan jamaah 
haji yaitu, kurangnya staf/pegawai, kurangnya SDM yang berkualitas, dan minimnya 
kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Bantaeng. 
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B. Implikasi Penelitian 
1. Menambah personil tenaga kerja dalam hal ini seksi penyelenggara haji dan 
umrah agar lebih memaksimalkan proses pelayanan jamaah haji di Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng. 
2. Meningkatkan kualitas Staf/Pegawai dengan sering melaksanakan pelatihan 
terkhusus penyelenggara haji dan umrah, agar tercipta tenaga kerja yang lebih handal 
dan ahli. 
3. Membuat kotak saran dan kritik kepada jamaah agar penyelenggara haji dan 
umrah mengetahui keluh kesah jamaah haji dan berusaha lebih meningkatkan prose 
pelayanan jamaah haji. 
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